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Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah 
Tanpa Sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”. 
Penelitian ini terfokus pada dua pembahasan, yaitu praktik jual-beli tanah tanpa 
sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan analisis 
hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya. 
Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di RW 10 Simo 
Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Lebih lanjut teknik 
pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis kualitatif yang kemudian dijabarkan secara 
deskriptif. Dalam penelitian ini juga digunakan metode induktif untuk 
mendapatkan kesimpulan akhir, yaitu dari kasus yang bersifat khusus yaitu jual-
beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota 
Surabaya lalu dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu bai‘ dan ihyā’ al-
mawāt. Setelah kasus tersebut dianalisis menggunakan kedua teori tersebut, maka 
akan didapatkan kesimpulan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah yang diperjualbelikan oleh 
warga bukanlah milik asli dari mereka yaitu milik sebuah perusahaan di Jakarta 
menurut pernyataan pihak Kelurahan Simomulyo Baru dan milik seseorang yang 
telah meninggal menurut beberapa warga. Jual-beli tanah yang berlokasi di RW 
10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya tidak disertai dengan 
bukti otentik dari pihak penjual, baik berupa kwitansi, akta jual-beli ataupun 
sertifikat hak milik atas tanah. Bahkan tak jarang warga yang melakukan transaksi 
tersebut atas dasar kepercayaan saja. Berdasarkan fakta tersebut, jual-beli tanah 
tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
menurut akad bai‘ tidak memenuhi syarat obyek akad (ma’qu>d ‘alaih) yaitu tanah 
yang diperjualbelikan bukan milik asli dari penjual dan penjual juga tidak 
meminta izin pada pemilik aslinya dengan tidak mencari tahu identitas pemilik 
asli tersebut, serta kemanfaatan dari jual-beli tanah tersebut hanyalah sementara 
karena tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah yang menandakan bahwa tidak 
ada peralihan obyek jual-beli tanah, yang menyebabkan tidak adanya kemanfaatan 
jangka panjang sehingga berdampak merugikan pembeli di kemudian hari. 
Sedangkan jika dianalisis menurut ihya>’ al-mawāt, tidak memenuhi salah satu 
syarat yaitu tidak adanya izin dari pemilik asli tanah tersebut sehingga 
kepemilikan tanah tetap tidak bisa beralih kepada penjual dalam hal ini pemilik 
pertama yang berlanjut pada pemilik selanjutnya. Sehingga pihak penjual 
sebenarnya tidak boleh melakukan transaksi jual-beli tanah yang bukan menjadi 
kepunyaannya. 
Sejalan dengan kesimpulan, maka diharapkan peran dari aparat desa harus 
lebih maksimal dengan pemberian edukasi terkait jual-beli tanah tanpa sertifikat 
tersebut sehingga pihak pembeli dan penjual mengetahui gambaran bagaimana sisi 
negatif dari adanya transaksi tersebut. Sehingga nantinya terdapat pertimbangan 
matang bagi pihak pembeli untuk membeli tanah tanpa sertifikat. 
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A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial (homo socius), dimana mereka saling 
berinteraksi dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Artinya bahwa manusia 
itu tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena pada 
hakekatnya mereka saling bergantung satu sama lain. Aktifitas hidup yang 
sering mereka lakukan sehari-hari adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan 
hidup dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Interaksi inipun 
tidak akan terhenti ketika mereka masih saling membutuhkan satu sama lain. 
Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga harus mewujudkan sikap 
toleransi antara satu sama lain agar terwujud suatu hubungan timbal balik yang 
harmonis. 
Upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tentu tidak 
dapat terlepas dari kodratnya sebagai makhluk ekonomi (homo economicus). 
Maksud dari makhluk ekonomi ini yaitu manusia cenderung tidak akan pernah 
merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan akan selalu berusaha terus 
menerus dalam memenuhi kebutuhannya.1 Beberapa kebutuhan penting atau 
kebutuhan pokok yang diperlukan meliputi sandang, pangan, dan papan. 
Sandang dibutuhkan untuk melindungi badan. Dalam Bahasa Indonesia  
disebut dengan pakaian. Pangan adalah nama lain dari makanan. Dan papan 
                                                          
1 Kardiman dan Endang, Ekonomi Dunia Keseharian Kita, (Jakarta: Yudhistira, 2006), 3-4. 



































adalah tempat tinggal. Ketiganya merupakan kebutuhan primer setiap manusia 
yang harus terpenuhi. 
Namun, setiap orang belum tentu dapat memenuhi kebutuhan mereka 
masing-masing, terutama kebutuhan primer. Hal ini disebabkan karena 
kemampuan setiap manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari berbeda-
beda. Di sisi lain, adapula seseorang yang dikategorikan sudah tercukupi 
kebutuhannya, namun merasa bahwa kebutuhannya belum terpenuhi semua. 
Karena kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah puas dengan apa 
yang telah dimiliki, maka muncullah masalah baru. Yang mana kemampuan 
manusia untuk memenuhi kepuasan dirinya itu terbatas, sedangkan 
kebutuhannya semakin hari semakin tak terbatas. Karena kebutuhan semakin 
tak terbatas, hal inilah yang menimbulkan adanya kelangkaan. Dimana 
ketersediaan alat pemuas kebutuhan mereka terbatas baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya, sehingga tidak dapat mencukupi kepuasan mereka yang 
semakin meningkat sampai pada taraf yang tinggi.2 
Mengingat karena kemampuan yang tak seimbang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, maka bagi mereka yang merasa tinggal di daerah 
pelosok atau pedesaan ataupun wilayah lain yang mana kurang menyerap 
tenaga kerja, memutuskan untuk pindah ke daerah yang dirasa memberikan 
peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan 
mereka sehari-hari. Dengan berpindahnya warga dari wilayah lain, maka 
berdampak pada lahan pemukiman penduduk yang kurang. Mereka berusaha 
                                                          
2 Naf’an, Ekonomi Makro: Tujuan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 26. 



































mendapatkan tanah untuk mendirikan sebuah rumah diatasnya sebagai tempat 
tinggal. 
Salah satu cara mendapatkan tanah atau lahan untuk mendirikan rumah 
adalah melalui akad jual-beli. Jual-beli di dalam istilah fiqh disebut dengan 
bai‘. Jual-beli merupakan salah satu bentuk bisnis yang termasuk dalam 
golongan akad tijari dengan tujuan mencari keuntungan.3 Sebagaimana firman 
Allah subhanahu wa ta’ala: 
(   َرْو ُب َت ْنَل ًَةر اَجِت َنْوُجَري٩٢) ... 
       Artinya: “...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
merugi”.   (QS. Fātir: 29)4 
Namun agar jual beli tersebut dibolehkan oleh syariat Islam, maka harus 
memenuhi beberapa rukun dan syarat jual-beli. Menurut jumhur ulama, rukun 
jual-beli (bai‘) ada empat, yaitu:  
1. Orang yang berakad, terdiri dari penjual (bai‘) dan pembeli (mushtari‘). 
keduanya disyaratkan orang yang baligh, berakal serta mengerti.5 
2. Barang yang diperjualbelikan, harus diketahui kedua pihak, dapat 
diserahterimakan, barangnya dibolehkan agama, dan harus dimiliki sendiri 
oleh penjual.6 
3. Sighat (lafal ijāb dan qabūl) diwujudkan dalam bentuk kerelaan kedua belah 
pihak.7  
                                                          
3 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional 
dengan Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 204. 
4 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 437. 
5 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 99. 
6 Ibid.,100. 
7 Suqiyah Musyafa’ah, et.al., Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijāriy dalam 
Hukum Islam), (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 64.  



































4. Nilai tukar pengganti barang (harga barang) harus jelas sesuai yang 
ditetapkan dan disepakati.8 
Rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan, semuanya haruslah 
terpenuhi. Jika terdapat salah satu atau beberapa syarat jual-beli yang belum 
terpenuhi, maka jual-beli tersebut dinyatakan batal. 
Warga RW 10 Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya mayoritas adalah 
pembeli tanah tanpa sertifikat. Tanah yang mereka tempati saat ini yang mana 
telah dibangun rumah yang mereka huni adalah tanah yang belum terdaftar di 
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Banyak dari mereka membeli tanah pada 
seseorang yang belum dikenal ataupun pada seseorang yang mengaku pemilik 
tanah tersebut. Adapula warga yang membeli tanah pada sanak keluarganya 
yang lebih dahulu membeli tanah tersebut. Dan tak sedikit warga yang juga 
membeli tanah pada beberapa tokoh masyarakat yang mengaku menjadi 
pemilik dan menguasai sebagian besar tanah di RW 10. 
Namun ketika membeli tanah tersebut, mereka sudah mengetahui tidak 
akan mendapatkan sertifikat. Sebab mereka tahu sendiri jika tanah yang 
mereka beli itu mulanya adalah tanah mati yang tidak diketahui pemiliknya, 
yang mana peralihan hak milik atas tanah tersebut bukan terjadi karena 
peristiwa hukum tertentu seperti jual-beli, hibah maupun tukar-menukar.9 
Sejak awal mula tanah di RW 10 sebagian besar berupa rawa-rawa, 
dimana kondisi tanahnya masih curam dan dalam. Tanah tersebut diketahui 
                                                          
8 Ibid.,67. 
9 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah, 
(Jakarta: Prenada Media, 2005), 77-78. 



































warga tidak ada pemiliknya. Kemudian oleh sebagian warga dimanfaatkan 
demi kepentingan pribadi. Bagi warga yang ingin menguasainya, maka diberi 
patokan yang menunjukkan bahwa tanah itu adalah miliknya. Namun karena 
asal-usul dari tanah tersebut dimiliki bukan melalui transaksi yang resmi 
artinya bahwa tidak sah menurut hukum, maka warga yang mengatakan bahwa 
tanah tersebut adalah miliknya tidak memiliki bukti otentik.10 
Sampai sekarang, warga yang pernah melakukan transaksi jual-beli tanah 
tanpa sertifikat tersebut ada yang tidak memiliki bukti transaksi jual-beli 
apapun. Melainkan hanya kesepakatan secara lisan pada waktu lalu. Seorang 
warga mengatakan hanya diberikan SPPT-PBB ketika jual-beli tanah dahulu. 
Dan adapula yang mendapat surat pernyataan persaksian kepemilikan. Dari 
pemberian bukti-bukti transaksi oleh penjual ataupun tidak diberikan bukti 
transaksi apapun, itu semua tergantung kehendak dari penjual. Dan penjual pun 
juga memanfaatkan pembeli yang masih awam tentang pentingnya memiliki 
surat kepemilikan hak atas tanah. Namun tak jarang juga pembeli yang 
memang sengaja membeli tanah tersebut karena ingin mendapatkan harga 
tanah yang murah.11 
Tanah merupakan salah satu jenis benda terdaftar, yang mana dapat 
dibuktikan dengan tanda pendaftaran ataupun sertifikat atas nama 
pemiliknya.12 Oleh karena itu, betapa penting memiliki sertifikat hak atas 
tanah. Karena sejatinya membeli tanah adalah membeli hak atas tanah tersebut. 
                                                          
10 Wardani (nama samaran), wawancara, Surabaya 06 November 2019.  
11 Ibid. 
12 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, 
(Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5. 



































Ketika seseorang tidak memiliki bukti otentik kepemilikan tanah, maka ia 
hanya disebut sebagai penguasa tanah, bukan pemilik tanah. Menguasai tanah 
belum tentu memiliki tanah. Pada dasarnya, jual-beli tanah baru dikatakan 
perbuatan hukum yang sempurna jika penjual tanah adalah pemilik tanah yang 
bersangkutan.13  
Transaksi seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi para pihak terkait 
di kemudian hari. Dimana ketika pemilik asli berkehendak untuk 
mendayagunakan tanah di daerah Simo Jawar, maka warga harus siap 
mengalami kerugian baik secara materil maupun immaterial. Sedangkan dari 
pihak penjual tidak akan memberikan ganti kerugian yang akan dialami 
pembeli, karena pada saat jual-beli mereka sudah sepakat diawal tanpa 
mementingkan akibatnya dalam jangka panjang. Sesungguhnya menyerahkan 
hak milik atas barang yang diperjualbelikan merupakan kewajiban dari pihak 
penjual. Penyerahan hak milik ini mencakup segala perbuatan yang menurut 
hukum diperlukan untuk mengalihkan obyek jual-beli dari pihak penjual 
kepada pihak pembeli.14  
Berdasarkan beberapa kabar yang beredar mengenai kegiatan jual-beli 
tanah tersebut, penulis merasa ada kejanggalan di dalamnya. Hal ini karena 
obyek akad jual-beli bukanlah milik asli dari pihak penjual tanah, yang mana 
penjual tanah ini terdiri dari beberapa orang yang identitasnya kurang dikenal 
oleh pembeli. Dari sepengetahuan pembeli dan warga RW 10, tanah yang 
mereka tempati saat ini adalah tanah milik seseorang yang telah meninggal 
                                                          
13 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), 79. 
14 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun…,218. 



































sejak lama dan belum diketahui identitasnya. Dalam hal ini, tanah yang 
dijadikan obyek jual-beli bukan milik penjual secara penuh. Sedangkan obyek 
jual-beli disyaratkan harus dimiliki sendiri oleh penjual. Jikalau obyek tersebut 
milik orang lain, maka harus mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Hal ini 
sejalan dengan kaidah fiqh: 
 ِِهنْذإ َلَِب ِرْيَغْلا ِكْلِم ْيِف َف َّرَصَت َي ْنأ ٌدَحَِلِ ُزْوُجَي َلَ 
Artinya: “Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan 
hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemilik”.15 
Namun, jika dilihat dari perspektif ihyā’ al-mawāt terdapat hadis yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasai, dan Tirmidzi: 
 ُهَل َيِهَف ًةَت ْيَم اًضَْرأ ىَيْحَأ ْنَم 
Artinya: “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru) 
maka tanah itu menjadi miliknya."16 
Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih dalam kasus tersebut 
melalui penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli 
Tanah Tanpa Sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota 
Surabaya”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah 
diantaranya: 
1. Cara pemenuhan kebutuhan pokok 
                                                          
15 Ahmad Muhammad al-Zarqā, Sharh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damasqus: Dār al-Qalam, 
2011), 461. 
16 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman (Surakarta: 
Insan Kamil Solo, 2014), 361. 



































2. Keterbatasan kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 
3. Keterbatasan lahan pemukiman penduduk 
4. Hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli  
5. Praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya  
6. Akibat jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya  
7. Analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  
Agar hasil penelitian yang didapatkan maksimal dan lebih jelas dalam 
satu permasalahan, maka penulis membatasi masalah pada: 
1. Praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya  
2. Analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa sertifikat di 
Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya? 
 



































D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai beberapa 
penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar pada masalah 
yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui dan terlihat jelas bahwa 
kajian/penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari 
penelitian yang telah ada.17 Dari penelusuran yang penulis dapatkan, ada 
beberapa penelitian yang terkait dengan jual-beli tanah tanpa sertifikat. 
Diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Jurnal yang ditulis oleh Baiq Henni Paramita Rosandi dengan judul “Akibat 
Hukum Jual-Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan”. 
Dalam jurnal ini membahas bagaimana seharusnya peralihan hak atas 
tanah karena jual-beli terhadap tanah yang belum didaftarkan, perlindungan 
hukumnya serta akibat hukumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 
tanah yang menjadi obyek transaksi seharusnya didaftarkan terlebih dahulu 
sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan UU No. 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun akibat hukumnya adalah 
sah menurut hukum apabila peralihan hak atas tanah tersebut sudah 
memenuhi syarat materil jual-beli yakni terang dan tunai. Mengenai 
perlindungan hukumnya, tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila 
yang memperolehnya dengan itikad baik yakni berupa perlindungan 
represif yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa.18  
                                                          
17 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8. 
18 Baiq Henni Paramita Rosandi, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat”, Jurnal IUS Kajian 
Hukum dan Keadilan (Desember, 2016), 434. 



































Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis adalah terletak pada obyeknya, yakni jual-beli tanah. Namun 
berbeda lokasi penelitian. Selain itu perbedaannya adalah dalam masalah 
atau kasus yang akan dikaji dan teori analisis yang digunakan, yang mana 
dalam penelitian ini menggunakan UUPA dan UU No. 24 Tahun 1997. 
Sedangkan penulis akan menggunakan analisis hukum Islam. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Riska Amalia dengan judul “Tinjauan 
Hukum Terhadap Jual-Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten 
Sinjai”.  
Skripsi ini membahas mengenai keabsahan jual-beli tanah dengan 
akta di bawah tangan, perlindungan hukum bagi para pelaku serta faktor-
faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual-beli tanah di bawah 
tangan. Hasilnya menyebutkan bahwa jual-beli tanah dengan akta di bawah 
tangan tidak sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, karena mengharuskan jual-beli dibuat dengan akta otentik. Untuk 
perlindungan hukumnya, yang paling penting adalah pengakuan dari 
penjual bahwa telah terjadi jual-beli tanah. 
Jika kedua belah pihak mengakui adanya transaksi tersebut, maka 
akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan PP. 
Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual-beli tanah di 
bawah tangan antara lain karena ketidaktahuan para pihak mengenai 
ketentuan yang berlaku dalam jual-beli tanah, jual-beli tersebut didasarkan 
karena kepercayaan saja serta pembeli yang masih belum mampu untuk 



































mengurus peralihan hak atas tanah tersebut.19 Titik persamaan antara 
penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 
obyeknya sama, yaitu tanah yang diperjualbelikan. Namun jika 
dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka 
terdapat perbedaan yang mencolok, antara lain lokasi penelitian yang 
berbeda, titik masalah yang akan dikaji berbeda, dan teori analisis 
hukumnya berbeda. Dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis 
hukum positif saja, yaitu PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan pada 
penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji dalam perspektif hukum 
Islam, yaitu bai‘ dan ihyā’ al-mawāt. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Sanestesia Eriawati dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual-Beli Rumah yang Belum 
Balik Nama Sertifikat dan Tanpa Akta Notaris PPAT”.  
Dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa jual-beli rumah yang belum 
balik nama tersebut dianggap sah karena kedua belah pihak suka sama suka 
dan telah sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam hukum positif jual-beli 
tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PP No. 37 tahun 1998 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan PPAT. 
Hal ini disebabkan karena pembeli yang sudah mendapatkan peralihan hak 
                                                          
19 Nurul Riska Amalia, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai”, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Gowa, 2017), 61-62. 



































milik dari penjual tidak langsung mengurusnya ke kantor PPAT untuk 
melakukan balik nama sertifikat.20  
Dalam penelitian ini, terdapat titik persamaan dengan penelitian yang 
akan dilakukan penulis. Yaitu terdapat dalam teori hukum Islam (bai‘) 
yang digunakan. Namun perbedaannya terletak pada obyeknya. Yaitu 
dalam penelitian ini obyeknya adalah rumah, sedangkan obyek penelitian 
yang akan diteliti oleh penulis adalah tanah. Analisis dalam penelitian ini 
juga menggunakan hukum positif yang memberikan perbedaan lagi pada 
penelitian yang akan dilakukan penulis yang hanya menggunakan teori 
hukum Islam (bai‘ dan ihyā’ al-mawāt). 
4. Skripsi yang ditulis oleh Qonita Rizky Lutfiyah dengan judul “Analisis 
Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Jual-Beli di Bawah Tangan pada 
Tanah Tidak Bersertifikat di Medayu Utara Merr Surabaya”.  
Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam akad jual-beli terdapat beberapa 
syarat yang tidak terpenuhi, yakni dalam sighat dan ma’qu>d alayh. Dalam 
hal ini penjual dan pembeli sepakat dengan harga tanah sebesar 105 juta 
rupiah. Dengan pembayaran termin I sebesar 85 juta rupiah dan termin II 
sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran 20 juta rupiah ditangguhkan oleh 
pembeli sampai sertifikat diserahkan oleh penjual. Namun setelah beberapa 
bulan, penjual meminta tambahan uang 15 juta rupiah dengan alasan untuk 
memecah dan balik nama sertifikat. Hal tersebut tentunya berlainan dengan 
                                                          
20 Sanestesia Eriawati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual-Beli Rumah yang 
Belum Balik Nama Sertifikat dan Tanpa Akta Notaris PPAT”, (Skripsi—UIN Raden Intan, Bandar 
Lampung, 2017), 95-96. 



































akad yang telah disepakati. Kemudian berkenaan dengan obyek akad 
(ma’qu>d alayh) disyaratkan harus yang bernilai, tetap dan kuat. Sedangkan 
sudah diketahui bahwa pembeli hanya mendapat bukti transaksi berupa 
kwitansi dan surat segel lama. Sehingga pembeli yang menjadi pemilik 
obyek akad (tanah) yang baru sifatnya tidak tetap dan tidak kuat.21  
Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 
oleh penulis adalah sama-sama menggunakan analisis hukum Islam (bai‘) 
dengan obyek penelitian tanah tidak bersertifikat. Namun adapula 
perbedaannya yaitu dengan lokasi penelitian yang berbeda dan titik 
masalah yang akan dikaji oleh penulis pun berbeda. Sehingga dalam 
analisis penelitian yang akan dilakukan ditambah dengan hukum Islam 
(ihyā’ al-mawāt). Selain itu dalam penelitian yang telah dilakukan ini, juga 
menggunakan analisis terhadap hukum positif (yuridis), sedangkan dalam 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak menggunakannya. 
5. Jurnal yang ditulis oleh Christiana Sri Murni dengan judul “Peralihan Hak 
Atas Tanah Tanpa Sertifikat”.  
Dalam penelitian ini dibahas mengenai peralihan hak atas tanah 
melalui jual-beli menurut hukum adat dan UUPA serta alat bukti peralihan 
hak atas tanah tanpa sertifikat yang dilakukan sebelum dan sesudah 
berlakunya UU No. 24 Tahun 1997. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah 
jika peralihan hak atas tanah tanpa sertifikat melalui jual-beli tersebut 
                                                          
21 Qonita Rizky Lutfiyah, “Analisis Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Jual-Beli di Bawah 
Tangan Pada Tanah Tidak Bersertifikat di Medayu Utara Merr Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan 
Ampel, Surabaya, 2018), 82-83. 



































dilakukan sebelum berlakunya UU No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah adalah alat bukti peralihan haknya dapat berupa akta otentik yang 
dibuat oleh PPAT. Namun apabila perjanjiannya dibuat dengan akta di 
bawah tangan dengan disaksikan Kades atau Lurah, maka akta tersebut 
dapat dijadikan sebagai bukti perolehan hak atas tanah dan dapat 
didaftarkan ke kantor pertanahan. Sedangkan jika jual-beli tanah tersebut 
dilakukan setelah berlakunya UU No. 24 Tahun 1997, maka harus 
dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat oleh PPAT. Hal ini untuk 
memenuhi syarat dan ketentuan peralihan hak atas tanah agar dapat 
didaftarkan dan memiliki bukti kuat berupa sertifikat.22  
Dalam penelitian ini terdapat kesamaan pada obyek penelitian. Yakni 
peralihan hak atas tanah karena jual-beli tanpa disertai sertifikat. Namun 
terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan teori analisis yang 
digunakan pun berbeda. Dalam penelitian ini dikaji melalui perspektif 
hukum adat, UUPA, dan UU No. 24 Tahun 1997. Sedangkan dalam 
penelitian yang akan dilakukan penulis akan dikaji lebih dalam berdasarkan 
hukum Islam yakni bai‘ dan ihyā’ al-mawāt. Penelitian ini juga lebih 
menekankan terhadap bagaimana cara bagi pihak yang membeli tanah 
tanpa sertifikat untuk bisa mendapatkan sertifikat hak atas tanahnya. 
Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis akan lebih 
                                                          
22 Christiana Sri Murni, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat”, Jurnal Ilmu Hukum, 2 (Juni. 
2018), 691. 



































membahas mengenai boleh atau tidaknya jual-beli tanah tanpa sertifikat 
yang mana tanah tersebut bukan milik asli dari penjual. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan yang telah ditentukan di atas, maka tujuan 
penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual-beli tanah tanpa 
sertifikat di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi 
para pembaca pada umumnya dan warga Simo Jawar pada khususnya 
dengan maksud agar mereka mampu dan mempunyai gambaran dalam 
melaksanakan jual-beli tanah yang sesuai dengan hukum Islam.  
2. Secara praktis 
Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan para pembaca dapat 
mengaplikasikan dalam kehidupan nyata agar mengurangi potensi kerugian 
yang bisa dialami kedua belah pihak ketika melakukan akad jual-beli tanah 
tanpa sertifikat. 



































G. Definisi Operasional 
Agar mudah dipahami, penulis menjelaskan beberapa variabel atau 
konsep penelitian yang terdapat dalam judul sebagai berikut: 
a. Hukum Islam  
Adalah sekumpulan aturan keagamaan serta perintah-perintah Allah 
guna mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.23 
Ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam kasus ini mengenai bai‘ dan ihyā’ 
al-mawāt menurut pandangan ahli fiqh yang bersandarkan pada al-Quran 
dan as-sunnah. 
b. Jual-beli 
Adalah penyerahan barang pada pihak lain dengan ganti harga sesuai 
yang telah disepakati bersama. Sesuai kasus ini, jual-beli tanah tanpa 
sertifikat diwujudkan dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah yang ada 
di RW 10 Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya tanpa disertai adanya 
sertifikat dari penjual kepada pembeli dengan ganti pembayaran sejumlah 
uang sesuai kesepakatan bersama yang diserahkan dari pihak pembeli 
kepada penjual tanah. 
c. Tanah tanpa sertifikat  
Adalah tanah yang dikuasai oleh beberapa manusia atas nama pribadi 
sebagai pihak yang pertama kali mematoki atau membatasi tanah, yang 
mana hingga saat ini tidak memiliki bukti otentik berupa sertifikat hak atas 
tanah. Tanah-tanah tersebut diperjualbelikan dengan ukuran dan harga yang 
                                                          
23 Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4. 



































berbeda-beda pada warga pendatang atas dasar kepercayaan diantara 
mereka melalui kesepakatan secara lisan. Walaupun tanah yang terletak di 
RW 10 Simo Jawar sampai saat ini telah mengalami peralihan kepemilikan 
berkali-kali, tetap saja pihak pembeli tidak diberikan sertifikat hak atas 
tanah, dan pihak penjual juga tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa ia 
adalah pemilik tanah yang sah.  
 
H. Metode Penelitian 
Berdasarkan jenis data dan analisisinya, penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian dimana hasil temuannya 
tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, angka-angka/nomor ataupun 
bentuk lainnya yang sejenis.24 Melainkan prosedur penelitiannya menggunakan 
data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari subyek yang 
dapat diamati,25 deskripsi obyek, situasi, dokumentasi pribadi, fotografis, dan 
lain sebagainya.26  
Penelitian kualitatif menekankan pada quality atau hal terpenting dari 
suatu benda/barang atau jasa. Hal terpenting ini dapat berupa kejadian, 
fenomena, dan gejala sosial dimana dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan 
sumbangan besar bagi pengembangan konsep teori, kebijakan, praktis, masalah 
                                                          
24 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), (Yogyakarta: 
Deepublish, 2018), 4. 
25 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 
Studi Kasus, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 44. 
26 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV. Jejak, 
2018), 22. 



































sosial, serta tindakan.27 Selanjutnya, untuk menghindari dari penyajian 
informasi yang bersudut pandang dari satu pihak serta hanya berupa dugaan, 
maka penelitian ini akan mengacu pada metodologi sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau penelitian 
kancah (field research), yang mana penelitian ini dilakukan oleh peneliti 
dengan berada langsung pada obyeknya terutama dalam mengumpulkan 
data-data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan kata lain peneliti akan 
berada langsung di lapangan atau lingkungan yang mengalami masalah 
atau yang akan diperbaiki ke depannya.28  
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang akan dikumpulkan oleh penulis akan dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu: 
a. Data primer  
Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung oleh 
peneliti dari sumber aslinya.29 Beberapa data primer yang dibutuhkan 
seperti: 
1. Data yang berkenaan dengan asal mula kepemilikan tanah yang 
diperjualbelikan di RW 10 Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya 
2. Data mengenai kegiatan atau prosedur jual-beli tanah yang 
dilakukan di RW 10 Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya  
                                                          
27 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2017), 25. 
28 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1996), 24. 
29 Irfan Tamwifi, Metode Penelitian, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 220. 



































b. Data sekunder  
Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak 
langsung, termasuk dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil 
penelitian orang lain. Namun data sekunder ini nilainya lebih rendah 
dibandingkan data primer karena telah mengalami pengurangan atau 
penambahan. Walaupun demikian, data tersebut dapat digunakan 
sebagai pelengkap data primer dalam penelitian ini.30 Dan data 
sekunder yang akan dikumpulkan meliputi: 
1. Data bai‘ serta ihyā’ al-mawāt yang akan digunakan sebagai acuan 
dalam menganalisis kasus ini 
2. Data yang berupa bukti-bukti transaksi jual-beli tanah tanpa 
sertifikat di Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya yang diberikan 
penjual kepada pembeli bagi yang mendapatkan bukti transaksi 
3. Sumber Data 
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini 
akan digali informasi dari dua sumber, yaitu: 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer yakni data yang langsung diperoleh dari 
obyek yang diteliti lalu kemudian dioleh atau dianalisa lebih lanjut 
sedemikian rupa oleh penulis. Data jawaban yang berupa data primer 
ini merupakan hasil dari wawancara31 kepada: 
1) Pembeli tanah 
                                                          
30 Ibid.  
31 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif…,20-21. 



































2) Salah satu tokoh masyarakat 
3) Aparat desa/pihak Kelurahan Simomulyo Baru 
b. Sumber data sekunder 
Yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan sumber 
data primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 
sumber data primer.32 Umumnya, dalam memperoleh data sekunder ini 
dengan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap kepada para pihak 
terkait.33 Namun bahan-bahan yang didapatkan nanti masih perlu untuk 
diseleksi, diselidiki validitasnya, dan dibandingkan sebelum digunakan 
untuk menguji hipotesis atau teori dalam penelitian ini.34 Data sekunder 
yang diperlukan penulis akan digali dari beberapa referensi, 
diantaranya: 
1) Dokumen pribadi yang dimiliki pihak pembeli sebagai bukti dari 
adanya transaksi jual-beli tanah yang meliputi surat pemberitahuan 
pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) dan surat 
pernyataan persaksian kepemilikan  
2) Potret lokasi penelitian 
3) Data kependudukan Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya 
4) Buku-buku yang memuat tentang teori bai‘ dan ihyā’ al-mawāt 
5) Website yang sesuai dengan kasus jual-beli tanah tanpa sertifikat di 
Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya 
                                                          
32 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2004), 89. 
33 Ibid.,88. 
34 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 145. 



































4. Teknik pengumpulan data 
Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam dalam 
penelitian ini, maka akan digunakan beberapa metode pengumpulan data 
sebagai berikut35: 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada suatu 
masalah tertentu. Dalam hal ini adalah jual-beli tanah tanpa sertifikat di 
Simo Jawar. Proses ini dilakukan dengan tanya jawab lisan dimana 
terdapat pihak pertama yang berfungsi sebagai penanya (interviewer) 
dan pihak kedua sebagai pemberi informasi (informan).36 Penulis akan 
melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
kepada aparat desa/Kelurahan Simomulyo Baru dan pembeli tanah guna 
mendapatkan informasi mengenai praktik jual-beli tanah tanpa 
sertifikat, bukti transaksi jual-beli tanah serta alasan pembeli bersedia 
membeli tanah tanpa sertifikat. Selanjutnya wawancara akan dilakukan 
kepada salah satu tokoh masyarakat untuk mengetahui asal mula 
kepemilikan tanah di Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya. 
b. Dokumentasi  
Merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan-
catatan peristiwa yang telah berlalu yang bisa berbentuk gambar, 
tulisan, atau karya monumen yang dibuat oleh seseorang. Studi 
                                                          
35 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2017), 141-142. 
36 Ibid.,160-161. 



































dokumen ini adalah pelengkap dari penggunaan metode wawancara.37 
Dan dokumen yang nantinya dikumpulkan pada penelitian ini adalah 
foto bukti jual-beli tanah yang dimiliki pihak pembeli yang memang 
pada waktu itu mendapat bukti transaksi seperti SPPT-PBB dan surat 
pernyataan persaksian kepemilikan.  
5. Teknik analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena 
data-data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif.38 Setelah semua 
data yang dibutuhkan terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil wawancara 
maupun dokumen yang berupa bukti transaksi dan gambar dari lokasi 
penelitian, maka penulis akan menguraikannya dengan teknik deskriptif.  
Teknik deskriptif ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian dalam 
keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya. 
Teknik ini memusatkan pada penemuan fakta-fakta sesuai keadaan yang 
sebenarnya,39 yakni proses jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar 
sampai akhirnya terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. 
Namun, penyajian data tersebut tidak secara mentah ditulis. 
Melainkan harus diolah dan ditafsirkan dulu oleh penulis. Sedangkan  
untuk mendapatkan kesimpulan akhir, maka diterapkan metode induktif. 
Yakni dari permasalahan yang bersifat khusus dianalisis menggunakan 
                                                          
37 Ibid.,176. 
38 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 
272. 
39 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian…,73. 



































teori yang bersifat umum. Dalam kasus ini, maka dari keadaan dan 
peristiwa jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar yang pernah terjadi 
dalam keadaan nyata di analisis menggunakan teori hukum Islam yaitu bai‘ 
dan ihyā’ al-mawāt. Kemudian nanti akan didapatkan gambaran bagaimana 
transaksi jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar, Sukomanunggal, 
Surabaya. Apakah nanti sesuai dengan akad bai‘, sehingga sah menurut 
syariat Islam. Kemudian dibandingkan dengan teori ihyā’ al-mawāt. Ketika 
sudah melakukan analisis berdasarkan fakta dan teori, maka akan 
ditemukan suatu kesimpulan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan hasil yang mudah dipahami dan sistematis, maka 
penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, yakni membahas tentang ketentuan umum jual-beli (bai‘) 
dalam hukum Islam yang meliputi pengertiannya, dasar hukum, rukun dan 
syarat jual-beli, bentuk-bentuk jual-beli, serta jual-beli yang dilarang dalam 
Islam. Selain itu juga akan dibahas mengenai ihyā’ al-mawāt yang meliputi 
pengertian, landasan hukum, cara-cara ihyā’ al-mawāt, obyek yang berkaitan 



































dengan ihyā’ al-mawāt, syarat-syarat ihyā’ al-mawāt, dan izin penguasa dalam 
ihyā’ al-mawāt.  
Bab ketiga memuat tentang profil lokasi penelitian, data penduduk, 
praktik jual-beli tanah beserta barang bukti transaksi, dan hasil lainnya yang 
didapatkan ketika proses penelitian dilaksanakan. 
Bab keempat menjelaskan analisis praktik jual-beli tanah tanpa sertifikat 
yang terjadi di Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya dalam lingkup hukum 
Islam. 
Bab kelima yang merupakan penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang 
merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selain memuat kesimpulan, bagian 
penutup juga disertai dengan saran. Saran dapat digunakan sebagai koreksi atau 
masukan atas kekurangan dari penulisan penelitian ini atau pihak terkait untuk 
diperbaiki kemudian hari. 
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BAB II 
JUAL-BELI (BAI‘) DAN IHYA>’ AL-MAWA>T 
 
A. Jual-Beli (Bai‘) 
1. Pengertian Jual-Beli (Bai‘) 
Secara bahasa,   عيبلا berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu 
dengan sesuatu yang lain. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan 
pengertian dari lawannya yaitu kata ءارشلا yang berarti beli. Dengan 
demikian, maka kata عيبلا bermakna jual sekaligus juga beli.40 Selain itu jual-
beli juga biasa disebut al-tijārah (ةراجتلا) atau al-mubādalah (ةلدابملا).41 
Sebagaimana firman Allah: 
 …          
Artinya: “…Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
merugi”. (QS. Fāthir: 29)42 
  
Al-Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa jual-beli adalah tukar-
menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah menyatakan 
bahwa jual-beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan 
kepemilikan dan penguasaan.43 Sedangkan menurut Hanafiah, secara 
definitif jual-beli (bai‘) adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang 
diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang 
                                                          
40 Idri, Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi), (Surabaya: UINSA Press, 2018), 
96. 
41Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2018), 3. 
42 Kementerian Agama RI, al-Qur’an…,437. 
43 Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih…,4. 

































   
 
bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, jual-
beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 
pemindahan milik dan kepemilikan.44 Kemudian menurut pengertian syariat 
bahwa yang dimaksud jual-beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela 
atau memindahkan milik dengan ganti sesuatu yang dapat dibenarkan yairu 
berupa alat tukar yang sah.45 
Jadi, dapat disimpulakan bahwa jual-beli adalah tukar-menukar barang 
dengan barang atau barang dengan alat tukar yang sah berupa uang dengan 
jalan melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas 
dasar kerelaan.46 
2. Landasan Hukum Jual-Beli (Bai‘) 
Landasan hukum disyariatkan jual-beli terdapat dalam al-quran. As-
sunnah, dan ijma’. Berikut akan disebutkan beberapa diantaranya yaitu: 
a. Al-quran 
1) QS. Al-Baqarah: 275 
…              …     
Artinya: “…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…”47 
2) QS. An-Nisa’: 29 
…           ….     
                                                          
44 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2013), 101. 
45 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
139. 
46 Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih…,4. 
47 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya…,47. 

































   
 
Artinya: “…Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka…”48 
 
b. As-sunnah 
1) HR. al-Bazzar  
 ََ ِِ ُُ   َ َّل َُ َس ِهْيَلَل ُهلَّلا ىَّلَل  َّيِبَّنلا َّنَأ ُهْنَل ُهلَّلا  َيِضَر ٍعِفَار ِنْب َةَلَاف ِر ْنَل
  ٍرسُر ْ بَم ٍعْي َب َُّ َُكس ِهِدَِيب َِ ُجَّرلا َُ َمَل َلَاق ُبَيَْطأ ِبْسَكْلا ُّيَأ 
 
Artinya: “Dituturkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a, bahwa Nabi 
shallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apa yang 
paling baik. Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan 
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih."49  
 
2) HR. Ibn Majah, al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban 
 
 ٍ َار َت ْنَل ُع ْي َبْلا اَمَّنِإ  ََّل َُ َس ِهْي َلَل ُهَّللا ىَّلَل ِهَّللا ُلوُُ َر َلَاق 
 
Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 




Ulama sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan berdasarkan ayat dan 
hadis yang telah disebutkan. Selain itu, kebolehan ini juga dengan adanya 
alasan bahwa manusia tidak akan mungkin dapat mencukupi kebutuhan 
hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang 
yang dimiliki orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang 
                                                          
48 Ibid.,83. 
49 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT. Mizan 
Pustaka, 2010), 316. 
50 Darussalam Li an-Nasr wa At-Tauzi’, Mawsu’ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah, (Saudi 
Arabia: Maktabah Dar as-Salam, 2008), 2607. 

































   
 
lainnya yang sesuai atau dengan ganti harga yang senilai dengan barang 
tersebut.51 
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli (Bai‘) 
Jual-beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi 
terjadi peralihan hak atas suatu barang dari penjual ke pembeli, sehingga 
haruslah dipenuhi semua rukun dan syarat jual-beli (bai‘). Diantara rukun 
dan syarat jual-beli adalah sebagai berikut: 
a. Adanya pihak penjual (bai‘) dan pembeli (mustari‘). Syarat āqid (orang 
yang berakad) yaitu: 
1)  Baligh dan berakal dengan tujuan agar tidak mudah ditipu. Tidak sah 
jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil atau di bawah umur, orang 
gila, dan orang bodoh karena mereka tidak bisa mengendalikan harta 
sekalipun miliknya sendiri tanpa seizin dari walinya.52 Hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa’: 5 
             
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang belum sempurna akalnya…”53 
Namun, anak kecil dikecualikan dari dalil diatas. Ia boleh 
melaksanakan jual-beli tetapi yang bernilai rendah. Seperti membeli 
permen. 
2) Beragama Islam bagi pembeli54 
                                                          
51 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,104. 
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 74. 
53 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya…,77. 
54 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…,75. 

































   
 
3) Tidak dipaksa atau dengan kehendaknya sendiri55 
b. Adanya benda/obyek akad (ma’qu>d ‘alaih). Obyek akad (ma’qu>d ‘alaih) 
adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Namun keduanya 
memiliki syarat yang berbeda. Syarat barang yang diperjualbelikan antara 
lain: 
1) Suci barangnya. Sehingga tidak sah jual-beli benda-benda najis seperti 
anjing dan babi.  
2) Memberikan manfaat menurut syara’. Maka dilarang melakukan jual-
beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut 
syara’. 
3) Tidak boleh ditaklikkan atau digantungkan pada hal-hal yang lain. 
4) Tidak dibatasi waktunya. Karena jual-beli merupakan salah satu sebab 
kepemilikian secara penuh yang tidak dibatasi apapun.56 
5) Telah ada pada waktu akad. Objek akad harus ada (wujud) pada waktu 
akad. Namun, ada pengecualian dalam akad salam, ijārah dan 
murābahah. Dimana objek akad tersebut cukup diperkirakan akan 
wujud di masa yang akan datang57  
6) Obyek akad diketahui para pihak. Obyek akad harus jelas dan dapat 
ditentukan. Jika obyek akad tidak diketahui para pihak, maka akan 
menimbulkan perselisihan di kemudian hari.58 
                                                          
55 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam…,141. 
56 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…,72. 
57 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 35-36. 
58 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya 
dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 38. 

































   
 
7) Dapat diserahkan. Bahwa barang yang diakadkan dapat dihitung 
waktu penyerahannya. Apabila tidak dapat dihitung waktu 
penyerahannya, maka tidak sah dijual. Seperti ikan yang masih di 
dalam air.59 
8) Milik orang yang melakukan akad (penjual). Tidak sah menjual 
barang yang baru akan menjadi miliknya atau menjual barang milik 
orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya.60 Hal ini sejalan 
dengan hadis berikut: 
 يِدْن ِل َسَْيلَس َعْي َبْلا يُِنَلأْس َي َُ ُجَّرلا ِهَّللا َلوُُ َر َاي ُتْل ُق َلَاق ٍمَازِح ِنْب  ِيِكَح ْنَل
 َكَدْنِل َسَْيل اَم ْعَِبت َلَ َلَاق ُهُعِيَبَأَفأ 
 
Artinya: “Hadis riwayat Hakim bin Hizām, ia berkata: “aku 
pernah menanyakan kepada Rasulullah shallahu ‘alaihi 
wasallam tentang seorang lelaki yang menanyakan kepadaku 
tentang hukum jual-beli barang yang tidak dimiliki, maka 
apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah 
engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."61 
Selain itu adapula kaidah yang menerangkan apabila 
menggunakan suatu barang, yang padanya melekat hak milik orang 
lain haruslah mendapat izin pemiliknya. Kaidah tersebut yaitu: 
 ِِهنْذإ َلَِب ِرْيَغْلا ِكْلِم ْيِف َف َّرَصَت َي ْنأ ٌدَحَِلِ ُزْوُجَي َلَ 
Artinya: “Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan 
tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin 
pemilik”.62 
                                                          
59 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 
59. 
60 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…,73. 
61 Darussalam Li an-Nasr wa At-Tauzi’, Mawsu’ah al-Hadits al-Syarif…,1232. 
62 Ahmad Muhammad al-Zarqā, Sharh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damasqus: Dar al-Qalam, 
2011), 461. 

































   
 
      Nilai tukar atau harga barang yang harus memenuhi syarat: 
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya harus jelas 
2) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung, walaupun pembayaran 
berbentuk cek atau kartu kredit. Jika pembayarannya ditangguhkan 
dengan kata lain dalam bentuk hutang, maka waktu pembayarannya 
harus jelas 
3) Apabila jual-beli dilakukan secara barter, maka barang yang 
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan seperti babi dan 
khamr karena keduanya tidak bernilai dalam pandangan syara’63 
c. S}i>ghat (ijāb qabu >l) adalah setiap ungkapan yang menunjukkan 
kesepakatan kedua belah pihak. Karena keinginan para pihak bersifat 
abstrak, maka syarat yang harus dipenuhi dalam setiap s}i>ghat atau ijāb 
qabu>l adalah: 
1) Maksud s}i>ghat harus jelas dan bisa dipahami. S}i>ghat dapat 
diwujudkan dengan ucapan lisan, tulisan maupun isyarat bagi mereka 
yang tidak mampu berbicara. Namun ada juga s}i>ghat yang diwujudkan 
dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. 
Berkenaan dengan formulasi kontrak ijāb qabu >l dapat digunakan 
dengan cara apapun sepanjang menurut kebiasaan telah menunjukkan 
adanya ijāb qabu >l.64 
2) Ada kesesuaian antara ijāb dan qabu>l. Ijāb qabu >l ini harus sesuai, 
yang mana satu pihak yang melakukan ijāb atas suatu objek tertentu, 
                                                          
63 Idri, Hadits Ekonomi…,94. 
64 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika…,29. 

































   
 
maka qabu>l juga harus dilakukan terhadap objek tertentu tersebut. Jika 
qabu>l menunjukkan obyek yang berbeda, maka dianggap batal. 
3) Ijāb dan qabu>l dilakukan berturut-turut. Maknanya ijāb qabu >l harus 
dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak melakukan 
sesuatu yang menunjukkan tidak setuju terhadap isi ijāb. Antara ijāb 
qabu>l harus bersambung yakni dilakukan dalam satu majlis ‘aqd. Satu 
majlis akad maksudnya kondisi bukan fisik dimana kedua belah pihak 
yang berakad terfokus untuk melakukan kontrak atau transaksi.65 
4. Bentuk-Bentuk Jual-Beli (Bai‘) 
Jual-beli (bai‘) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya: 
a. Ditinjau berdasarkan objek akad, terbagi menjadi: 
1) Tukar-menukar uang dengan barang.66 Contohnya seperti tukar-
menukar motor dengan rupiah. 
2) Tukar-menukar barang dengan barang yang sering disebut dengan 
istilah barter (muqayyadhah). Misalnya tukar menukar penggaris 
dengan penghapus. 
3) Tukar-menukar uang dengan uang, biasa disebut dengan sharf. Seperti 
tukar-menukar rupiah dengan dollar. 
b. Ditinjau dari waktu serah terimanya, bai‘ dibagi menjadi: 
1) Barang dan uang serah terima secara tunai. Hal ini merupakan bentuk 
asal bai‘. 
                                                          
65 Ibid.,30. 
66 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,100. 

































   
 
2) Uang dibayar di muka sesuai barang yang telah disebutkan 
spesifikasinya dan barang diserahkan kemudian yaitu pada tanggal 
yang disepakati. Ini disebut dengan salam.67 
3) Barang diterima di muka dan uang dibayarkan menyusul, disebut 
bengan bai‘ muajjal (jual-beli tidak tunai). Contohnya jual-beli secara 
kredit. 
4) Barang dan uang tidak tunai disebut dengan bai‘ dain bi dain (jual-
beli utang dengan utang). 
c. Ditinjau berdasarkan cara menetapkan harga, bai‘ dibagi menjadi: 
1) Bai‘ musāwwamah (jual-beli dengan tawar-menawar) yakni jual-beli 
yang mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, 
akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk 
ditawar oleh pembeli.  
2) Bai‘ amānah adalah jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan 
harga pokok barang, kemudian menyebutkan harga jual barang 
tersebut. Menurut jenis ini, bai‘ dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. Bai‘ murābahah yakni penjual menyebutkan harga pokok produk 
yang ia beli dan menentukan besar keuntungan sebagai 
tambahannya.68 Misalnya penjual berkata, “pensil ini saya beli 
dengan harga Rp 10.000.000,- per lusin dan akan saya jual 
dengan harga Rp 11.000.000,- per lusin atau saya jual dengan 
keuntungan 10% dari modal.” 
                                                          
67 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 27. 
68 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama 2008), 33. 

































   
 
b. Bai‘ al-wadh’iyyah yakni penjual menyebutkan harga pokok 
barang atau menjual barang tersebut dengan harga di bawah harga 
pokoknya. Misal penjual mengatakan bahwa “barang ini saya beli 
seharga Rp 9.000.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 
8.000.000,- atau saya potong 10% dari harga pokoknya.”69 
c. Bai‘ tauliyah yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang 
kemudian menjualnya dengan harga tersebut. Misal penjual 
berkata “roti ibu saya beli dengan harga Rp 5.000,- per bungkus 
dan saya jual lagi sama dengan harga pokok.”70  
5. Macam-Macam Jual-Beli (Bai‘) yang Dilarang dalam Islam 
Pembagian jual-beli yang dilarang dalam Islam menurut pendapat 
Wahbah Zuhaili ada empat klasifikasi, yaitu: 
a. Terlarang karena sebab ahliyyah (ahli akad) 
Mereka yang dipandang tidak sah transaksi jual-belinya adalah 
sebagai berikut: 
1) Jual-beli yang dilakukan oleh orang gila. Ulama fiqh sepakat 
bahwa jual-beli yang dilakukan orang gila hukumnya tidak sah. 
Begitupun dengan sejenisnya seperti orang mabuk. 
2) Jual-beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ulama fiqh sepakat 
bahwa jual-beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) 
adalah tidak sah. Kecuali dalam perkara yang ringan. Ulama 
Syafi’iyah berpendapat bahwa jual-beli anak mumayyiz yang 
                                                          
69 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,109. 
70 Ibid.,110. 

































   
 
belum baligh tidak sah karena tidak ada ahliyyah. Sedangkan 
menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah jual-beli 
anak kecil dianggap sah jika mendapat izin walinya. Mereka 
beralasan bahwa salah satu cara untuk melatih71 kedewasaan 
adalah dengan memberikan keleluasaan untuk melakukan jual-
beli.  
3) Jual-beli yang dilakukan orang buta. Menurut jumhur ulama jual-
beli yang dilakukan orang buta termasuk s}ah}i>h} jika barang yang 
dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Menurut ulama Syafi’iyah, 
jual-beli orang buta tidak sah, karena ia tidak dapat membedakan 
barang yang jelek dan barang yang baik. 
4) Jual-beli karena terpaksa. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
jual-beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa seperti jual-beli 
fudhul (jual-beli tanpa izin pemiliknya) yaitu ditangguhkan 
(mauquf). Oleh sebab itu keabsahannya ditangguhkan sampai 
orang tersebut rela atau hilang rasa terpaksanya.  
5) Jual-beli fudhul. Adalah jual-beli barang atau benda milik orang 
lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya.72 Menurut ulama 
Malikiyah dan Hanafiyah jual-beli tersebut ditangguhkan sampai 
ada izin dari pemiliknya. Menurut ulama Hanabilah dan 
Syafi’iyah, jual-beli fudhul hukumnya tidak sah.73 
                                                          
71 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93. 
72 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), 162. 
73 Ibid.,163. 

































   
 
6) Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang. Terhalang 
yang dimaksud adalah karena kebodohan, bangkrut (pailit) atau 
sakit. Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang bodoh dan suka 
menghamburkan harta menurut pendapat ulama Hanafiyah, 
Malikiyah dan Hanabilah harus ditangguhkan. Adapun menurut 
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jual-beli orang yang terhalang 
adalah tidak sah karena tidak ada ahli dan ucapannya dianggap 
tidak dapat dipegang.  
7) Jual-beli malja’, merupakan jual-beli orang yang dalam keadaan 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dzalim. Jual-beli 
tersebut termasuk fasid menurut ulama Hanafiyah dan menurut 
ulama Hanabilah dinyatakan batal.74 
b. Terlarang sebab s}i>ghat 
Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih 
diperdebatkan para ulama adalah sebagai berikut: 
1) Jual-beli mu’athah. Adalah jual-beli tanpa adanya ijāb qabu>l yang 
diucapkan.75 Namun jual-beli tersebut disepakati kedua belah 
pihak. Jumhur ulama mengatakan s}ah}i>h} jika ada ijāb dari salah 
satu pihak. Begitu pula ijāb qabu>l dengan isyarat atau perbuatan 
atau cara lain yang menunjukkan keridhaan adalah dibolehkan. 
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jual-beli harus disertai 
lafazh ijāb qabu>l. Menurut Ulama Hanafiyah jual-beli mu’athah 
                                                          
74 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah…,104. 
75 Muhammad Sholahuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2011), 20. 

































   
 
dipandang tidak sah. Sedangkan menurut Syafi’iyah membolehkan 
jual-beli mu’athah, menurutnya hal tersebut dikembalikan pada 
kebiasaan manusia. 
2) Jual-beli melalui surat atau utusan. Ulama fiqh sepakat bahwa 
jual-beli ini adalah sah.76  
3) Jual-beli isyarat atau tulisan. Jual-beli dengan isyarat atau tulisan 
khususnya bagi yang uzur diperbolehkan, karena disamakan 
dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami karena 
tulisannya jelek atau tidak dapat dibaca, maka akadnya tidak sah. 
4) Jual-beli dengan orang yang tidak ada di tempat akad. Ulama fiqh 
sepakat bahwa jual beli dengan orang yang tidak ada di tempat 
ketika akad adalah tidak sah. 
5) Jual-beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul. Jual-beli seperti 
ini dipandang tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama. 
6) Jual-beli munjiz. Jual-beli ini merupakan jual-beli yang dikaitkan 
dengan suatu syarat seperti ditangguhkan pada waktu yang akan 
datang. Jual-beli ini dinyatakan menurut ulama Hanafiyah adalah 
fasid dan menurut jumhur ulama adalah batal.77 
c. Terlarang sebab ma’qu>d ‘alaih (barang yang dijual) 
1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 
Jumhur ulama sepakat jika jual-beli barang yang tidak ada atau 
dikahawatirkan tidak ada dipandang tidak sah. 
                                                          
76 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah…,105. 
77 Ibid.,106. 

































   
 
2) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan. Jual-beli barang 
yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara dan 
ikan yang ada di air adalah tidak sah.78 
3) Jual-beli gharār. Yang dimaksud jual-beli gharār adalah jual-beli 
yang sifatnya tidak jelas (samar) dan spekulatif sehingga 
merugikan pihak yang bertransaksi.79 Dalam sistem jual-beli 
gharār ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara 
batil yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta’ala.80 Menurut Ibn 
Jazi al-Maliki, gharār terbagi menjadi sepuluh macam yaitu: 
a) Tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual anak hewan yang 
masih di dalam kandungan induknya81  
b) Tidak diketahui barang dan harganya 
c) Tidak diketahui sifat barangnya 
d) Tidak diketahui kuantitas atau ukuran barangnya dan harganya 
e) Tidak diketahui masa yang akan datang. Misalnya “saya jual 
padamu ketika ibu datang” 
f) Memberikan harga dua kali pada satu barang 
g) Menjual sesuatu yang tidak bisa diharapkan selamat 
h) Jual-beli husha’, seperti seorang pembeli yang memegang 
tongkat. Jika tongkatnya terjatuh, maka ia wajib membelinya.82 
                                                          
78 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah…,97. 
79 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 84. 
80 Asy’ari Suparmin, Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya, (Ponorogo: Uwais 
Inspirasi Indonesia, 2019), 81. 
81 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah…,107. 
82 Sulaeman Jajuli, Ekonomi dalam al-Qur’an, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 270. 

































   
 
i) Jual-beli munābadzah yaitu jual-beli tanpa ada kesepakatan 
antara penjual dan/atau pembeli. Contohnya seseorang yang 
melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar 
bajunya. Maka jadilah transaksi jual-beli. 
j) Jual-beli mulamasah yakni jual-beli dengan sentuhan. 
Seseorang yang membeli baju hanya dengan menyentuhnya 
tanpa membuka ataupun memeriksanya.83 
4) Jual-beli barang najis dan yang terkena najis. Ulama sepakat bahwa 
jual-beli barang najis seperti anjing adalah dilarang. Akan tetapi 
mereka berbeda pendapat mengenai barang yang terkena najis yang 
tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai 
tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya jika barang yang terkena 
najis tersebut tidak untuk dimakan. Sedangkan Malikiyah 
membolehkan jika barang yang terkena najis dibersihkan terlebih 
dahulu. 
5) Jual-beli air. Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli air yang 
dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan di tempat 
pemiliknya dibolehkan.84 
6) Jual-beli barang yang tidak jelas (majhul). Yaitu jual-beli yang 
mana kualitas, kuantitas, dan harga barangnya tidak diketahui.85 
                                                          
83 Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic 
Economic System), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 126. 
84 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…,98. 
85 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar’iyyah…,27. 

































   
 
7) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan. Jual-beli buah yang masih 
belum ada di pohonnya dianggap tidak terjadi akad. Namun setelah 
ada buah tetapi buahnya belum matang, akadnya fasid menurut 
ulama Hanafiyah dan dinyatakan batal menurut jumhur ulama. 
Ketika buah-buahan atau tumbuhan itu sudah matang atau siap 
untuk dijual, maka diperbolehkan.86 
d. Terlarang sebab syara’ 
1) Jual-beli riba. Yaitu jual-beli dengan tambahan harga dari harga 
pokoknya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual-beli dengan 
adanya riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid, tetapi batal menurut 
jumhur ulama. 
2) Jual-beli ‘urbun. Jual-beli ini tidak boleh menurut mayoritas 
ulama.87  
3) Jual-beli barang dari hasil pencegatan. Yaitu mencegat pedagang 
ketika dalam perjalanan menuju tempat berdagang atau pasar, 
sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. 
Ulama Hanafiyah menganggap bahwa jual-beli tersebut makruh 
tahrim. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli 
dibolehkan khiyār. Ulama Malikiyah berpendapat jika jual-beli 
dari hasil pencegatan termasuk fasid.88 
4) Jual-beli ketika adzan Jum’at. Larangan ini bagi laki-laki yang 
melaksanakan shalat Jum’at. Ulama Hanafiyah menghukumi 
                                                          
86 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah…,99. 
87 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani…,169. 
88 Ibid.,171. 

































   
 
makruh tahrim. Namun ulama Syafi’iyah menghukumi sahih 
haram. Ulama Hanafiyah berpendapat sah dan menurut ulama 
Malikiyah tidak ada pendapat yang masyhur. 
5) Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Jual-beli ini 
dilarang sampai anaknya besar. 
6) Jual-beli barang yang sedang dibeli orang lain. Maksudnya 
seseorang telah sepakat membeli suatu barang. Namun masih 
dalam khiyār. Kemudian datang orang yang menyuruh untuk 
membatalkannya dikarenakan ia akan membelinya dengan harga 
yang lebih tinggi.89  
7) Jual-beli dengan syarat. Ulama Hanafiyah berpendapat sah jika 
syarat tersebut baik. Begitupun ulama Malikiyah yang juga 
membolehkannya jika bermanfaat. Sedangkan menurut ulama 
Syafi’iyah memperbolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu 
pihak yang berakad. Namun ulama Hanabilah tidak 
memperbolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak 
saja.90 
 
B. Ihyā’ al-Mawāt 
1. Pengertian Ihyā’ al-Mawāt 
Menghidupkan atau al-ihyā’ (ءايحإ) secara bahasa artinya membuat 
sesuatu menjadi hidup yaitu memiliki kekuatan dan potensi untuk tumbuh 
                                                          
89 Ibid.,173. 
90 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah…,110. 

































   
 
berkembang.91 Sedangkan secara bahasa, al-mawāt (تاوملا) berarti sesuatu 
yang tidak bernyawa atau lahan yang tidak bertuan atau tanah kosong yang 
terbengkalai.92 Maksudnya adalah tanah yang belum dikelola dan tidak ada 
pemiliknya.93 Secara terminologi syara’, ihyā’ al-mawāt yaitu 
memperbaiki dan memulihkan lahan mati dengan mendirikan bangunan 
diatasnya atau menanaminya pepohonan atau mengolahnya untuk ditanami 
dan lain sebagainya.94  
Jadi, yang dimaksud dengan ihyā’ al-mawāt yaitu menghidupkan 
lahan mati atau terlantar yang belum pernah dikelola untuk dipersiapkan 
dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, seperti untuk perumahan, 
lahan pertanian dan sebagainya.95 Ihyā’ al-mawāt bertujuan agar lahan 
yang gersang tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik 
untuk pertanian, perkebunan ataupun bangunan.96 
2. Landasan Hukum Ihyā’ al-Mawāt 
a. Al-quran 
Al-quran tidak menyebutkan secara jelas mengenai ihyā’ al-mawāt. 
Namun al-quran hanya menyebutkan secara umum tentang keharusan 
bertebaran di atas bumi untuk mencari Karunia Allah. Sebagaimana 
firman Allah: 
                                                          
91 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., (Jakarta: 
Gema Insani, 2011), 503. 
92 Ibid. 
93 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Fikih Muyassar, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: 
Darul Haq, 2017), 414. 
94 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam…503. 
95 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,263. 
96 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 291. 

































   
 
                           
              
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 




Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasai, dan Tirmidzi: 
 ُهَل َيِهَف ًةَت ْيَم اًضَْرأ ىَيْحَأ ْنَم 
Artinya: “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan 
baru) maka tanah itu menjadi miliknya."98 
 
c. Ijma’ 
Ulama sepakat bahwa tanah yang tak bertuan dalam arti tanah yang 
belum pernah dimiliki oleh seorang pun dan tidak ditemukan tanda-tanda 
pengelolaannya dapat dimiliki dengan cara mengelolanya.99 
3. Cara-Cara Ihyā’ al-Mawāt 
Menghidupkan tanah mati atau tanah kosong dapat menggunakan 
beberapa cara atau teknik100. Cara-cara tersebut dapat dipengaruhi oleh 
adat kebiasaan masyarakat sekitar dalam mengolah tanah atau bumi yang 
dihidupkan.101 Beberapa cara-cara ihyā’ al-mawāt antara lain: 
                                                          
97 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya…,553. 
98 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, terj. Arief Hidayat dan Nur Rahman (Surakarta: 
Insan Kamil Solo, 2014), 361. 
99 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah…,364. 
100 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UINSA Press, 
2014), 72. 
101 Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Fat-Hul Qarib, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: 
Al-Hidayah, 1991), 438. 

































   
 
a. Menyuburkan. Cara ini digunakan di daerah yang gersang yaitu daerah 
yang mana tanaman tidak dapat tumbuh disana. Maka tanah tersebut 
dapat diberi pupuk sehingga dapat ditanami dan dapat mendatangkan 
hasil bagi penggarapnya.102 
b. Menanam. Cara ini dilakukan bagi daerah yang subur dan belum 
dijamah oleh tangan-tangan manusia. Sebagai tanda tanah tersebut 
telah dikuasai atau telah dimiliki, maka ditanami dengan tanaman baik 
itu tanaman untuk makanan pokok ataupun pohon-pohon tertentu. 
c. Menggarisi atau memberi pagar. Cara ini biasa digunakan untuk tanah 
kosong yang luas. 
d. Menggali parit di sekeliling tanah yang dikuasai dengan tujuan agar 
orang lain mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dikuasai orang 
lain.103  
e. Bila penggarap menggali sumur di tanah mati, kemudian ia 
mendapatkan sumber airnya. Maka ia telah dianggap lebih berhak atas 
tanah tersebut. Begitupun jika penggarap belum sampai pada sumber 
air ataupun ia mengalirkan selokan air di tanah tersebut. Maka ia tetap 
dianggap lebih berhak.104 
4. Syarat-Syarat Ihyā’ al-Mawāt 
Syarat-syarat menghidupkan tanah mati terdapat dalam dua bagian, 
yaitu: 
a. Syarat-syarat orang yang menghidupkan lahan mati 
                                                          
102 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…,268 
103 Ibid.,269. 
104 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, Fikih Muyassar…,415. 

































   
 
       Menurut jumhur ulama, orang yang menghidupkan lahan mati 
tidak disyaratkan harus muslim.105 Sedangkan menurut ulama 
Syafi’iyah, orang yang menghidupkan tanah mati harus seorang 
muslim.106 
b. Syarat-syarat lahan mati yang dihidupkan 
Syarat-syarat lahan mati yang dihidupkan ini berkaitan dengan 
kepemilikannya dan pemanfaatannya. 
1. Tidak dimiliki oleh siapapun serta tidak dalam status terkait 
dengan hak siapapun.107 Jika tanah yang dibuka telah ada yang 
memiliki, maka harus mendapat izinnya. Membuka lahan yang 
sudah dimiliki tanpa izin pemiliknya tidak diperbolehkan.108 
2. Tidak difungsikan untuk prasarana umum masyarakat sekitar.  
5. Obyek yang Berkaitan dengan Ihyā’ al-Mawāt 
Tidak semua lahan kosong yang ada boleh dijadikan obyek ihya>’ al-
mawāt.109 Menurut Ibn Qudamah, tanah kosong atau tanah mati yang akan 
dihidupkan ada dua macam, yakni: 
a. Tanah yang belum ada pemiliknya. Maka tanah seperti ini akan menjadi 
milik bagi yang menghidupkannya dan tanpa meminta izin dari imam 
(khalifah) 
                                                          
105 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6…,512. 
106 Mustafa Dieb al-Bigha, Fikih Sunnah Imam Syafi’i, terj. Rizki Fauzan (Sukmajaya: Fathan 
Media Prima, 2017), 279. 
107 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6…,513. 
108 Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, Kifayatul 
Akhyar, terj. Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 171. 
109 Syahla Zakiyyatunnisa, “Ihyā’ al-Mawāt”, https://syahla-share.blogspot.com/2013/06/ihya-al-
mawat.html, diakses pada 03 Oktober 2019. 

































   
 
b. Tanah yang ada pemiliknya. Maka untuk menghidupkan tanah mati 
tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik sahnya.110 
6. Izin Penguasa dalam Ihya >’ al-Mawāt 
Fukaha sepakat bahwa menghidupkan tanah yang mati menjadi salah 
satu sebab kepemilikan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai 
perlunya izin penguasa dalam hal menghidupkan tanah. Pendapat mereka 
terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu: 
a. Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang yang membuka atau 
menghidupkan tanah yang kurang berfungsi diwajibkan meminta izin 
terlebih dahulu pada penguasa. Hal ini karena Rasulullah disamping 
sebagai utusan Allah, sekaligus juga sebagai penguasa. Jadi, ketika 
Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, 
maka akan menjadi miliknya.” Dalam hal ini, beliau bersabda sebagai 
kepala negara.111 Imam Abu Hanifah mensyaratkan perlunya mendapat 
izin dari pemerintah agar tanah yang dihidupkan tersebut menjadi 
kepemilikan.112  
b. Madzhab Malikiyah yang didukung oleh Ahmad. Madzhab ini berbeda 
pendapat yang mana seseorang yang membuka tanah baru atau akan 
memfungsikan tanah mati tidak wajib meminta izin kepada penguasa. 
Sebab ketika Rasulullah bersabda seperti yang telah dikemukakan diatas, 
beliau bersabda sebagai Rasul dan tidak berbicara sebagai kepala negara. 
                                                          
110 Rizki Fauzi, “Ihya’ al-Mawāt (Lahan yang Mati/Tidak Produktif)”, https://www. 
academia.edu/37163976/IHYA_AL_MAWAT_LAHAN_YANG_MATI_, diakses pada 03 
Oktober 2019.p 
111 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, 209-210. 
112 Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi…,73. 

































   
 
Muhammad Anwar berpendapat bahwa jika tanah tersebut dikuasai oleh 
pemerintah, maka yang akan mengelolanya harus meminta izin pada pemerintah. 
Sedangkan menurut Idris Ahmad, bahwa tanah kosong yang ada di wilayah 
negara Islam boleh dimiliki orang-orang Islam baik dizinkan pemerintah ataupun 
tidak.113
                                                          
113 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…,270. 




































PRAKTIK JUAL-BELI TANAH TANPA SERTIFIKAT DAN LOKASI 
PENELITIAN 
 
A. Profil  Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
1. Letak Geografis 
Simo Jawar terletak di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan 
Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ketinggian wilayah ini 
mencapai tiga meter diatas permukaan laut. Curah hujan sebanyak 524.4 
mm/bulan dengan temperatur maksimum 33,9℃ dan temperatur minimum 
25,2℃. Luas wilayah Kelurahan Simomulyo Baru adalah 2  atau 
setara dengan 200 Ha yang terdiri dari 97 Rukun Tetangga dan 10 Rukun 
Warga.114 Batas-batas Kelurahan Simomulyo Baru yaitu: 
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Tandes 
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Sawahan dan Dukuh 
Pakis 
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan 
Asem Rowo 
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Dukuh Pakis 
Jarak dari Kelurahan Simomulyo Baru ke Kecamatan 
Sukomanunggal sejauh dua km dengan waktu tempuh sekitar delapan 
                                                          
114 Sumber: Data Monografi 2018 Kelurahan Simomulyo Baru. 


































menit. Sedangkan jarak dari Kelurahan Simomulyo Baru ke kantor 
walikota sekitar 7,4 km dengan waktu tempuh mencapai 21 menit. 
2. Kondisi Demografi atau Kependudukan 
Jumlah penduduk Kelurahan Simomulyo Baru di tahun 2019 yang 
masuk dalam data Dispendukcapil Surabaya sebesar 43.261. Berikut ini 
adalah tabel perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin. 
      Tabel 3.1 
Perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin115 
 




       
Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk 
yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada penduduk 
berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan 
usianya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
Tabel 3.2 





0-5 tahun 1.823 1.924 
6-9 tahun 1.471 1.547 
                                                          
115 Dispendukcapil kota Surabaya, “Kelurahan Simomulyo Baru”, http://dwh.dispendukcapil. 
surabaya.go.id/SIG_DIspendukcapil/view/dashboard_2/index.php?id=27&id2=139,“diakses pada 
4 November 2019. 
116Ibid. 


































10-16 tahun 2.421 2.586 
17 tahun 321 345 
18-25 tahun 2.474 2.521 
26-40 tahun 5.435 5.514 
41-60 tahun 5.503 5.155 
> 60 tahun 2.096 2.125 
Total 43.261 
 
3. Kondisi Sosial Keagamaan 
Kepercayaan yang banyak dianut oleh penduduk Kelurahan 
Simomulyo Baru adalah agama Islam. Hal tersebut didukung dengan 
tersedianya 17 masjid dan 17 mushola sebagai tempat ibadah umat 
muslim.117 Namun, hal tersebut tidak mengingkari adanya beberapa 
kepercayaan lain yang dianut penduduk, yakni sebagai berikut:  
Tabel 3.3 
Jumlah pemeluk agama118 
 
Agama Jumlah 
Islam 4006 jiwa/92.622% 
Katholik 579 jiwa/1.3338% 
Kristen 2405 jiwa/5.559% 
Budha 121 jiwa/0.28% 
Hindu 80 jiwa/0.185% 
                                                          
117 Data monografi 2018 Kelurahan Simomulyo Baru. 
118 Dispendukcapil kota Surabaya, “Kelurahan Simomulyo Baru”, http://dwh.dispendukcapil. 
surabaya.go.id/SIG_DIspendukcapil/view/dashboard_2/index.php?id=27&id2=139, “diakses pada 
4 November 2019. 


































Konghucu 5 jiwa/0.012% 
Kepercayaan 2 jiwa/0.005% 
 
Agenda kerohanian yang sering dilaksanakan warga Kelurahan 
Simomulyo Baru khususnya di lokasi penelitian yaitu RT 01 RW 10 
adalah yasinan pada hari Kamis ba’da maghrib yang dilakukan oleh 
bapak-bapak dan yasinan hari Minggu ba’da maghrib oleh ibu-ibu. Selain 
itu adapula kegiatan khataman al-quran yang dilaksanakan setiap hari 
Minggu yang bertempat di masjid atau mushola daerah setempat. 
4. Riwayat Pendidikan 
Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penduduk Kelurahan 
Simomulyo Baru beraneka ragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini: 
Tabel 3.4 
Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan119 
 




PTN/PTS/S1 Keatas 3597 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat umumnya 
masih banyak yang belum sampai mengenyam pendidikan tinggi. Hal 
                                                          
119 Ibid. 
 


































tersebut akan mempengaruhi kualitas dari masyarakat tersebut, terutama 
dalam hal memperoleh suatu profesi yang diharapkan. Mengingat bahwa 
dalam era mendatang semakin besar persaingan dan semakin kecil peluang 
bagi mereka yang jenjang pendidikannya masih rendah atau masih 
dikategorikan kurang. 
5. Kondisi Ekonomi 
Beberapa jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Simomulyo 
Baru antara lain: 
Tabel 3.5 
    Jumlah penduduk berdasarkan jenis profesi120 
 
Jenis Profesi Jumlah 
Belum Bekerja 12.672 
Pelajar 6.235 










                                                          
120 Ibid. 
 


































Berdasarkan pada jenis profesi yang menjadi mata pencaharian 
penduduk Kelurahan Simomulyo Baru menunjukkan bahwa keadaan 
perekonomian mereka mencapai kategori menengah keatas. Namun karena 
tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin besar memaksa mereka 
untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga murah. Hal inilah yang 
menjadi latar belakang mereka untuk membeli tanah tanpa legalitas 
dengan harga murah tanpa mempertimbangkan beberapa kerugian yang 
akan mereka dapati di kemudian hari. 
 
B. Sejarah Kepemilikan Atau Hak Milik Atas Tanah di Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
 
Gambar 3.1 
Peta lokasi penelitian 
 
Simo Jawar merupakan salah satu daerah di Kelurahan Simomulyo 
Baru yang termasuk wilayah geografis kota Surabaya yang merupakan bagian 


































dari wilayah Surabaya Barat. Menurut keterangan dari salah satu tokoh 
masyarakat, tanah di Simo Jawar tepatnya di RW 10 adalah tanah yang 
pemiliknya tidak jelas. Ia menceritakan bahwa dahulu tanah di Simo Jawar 
banyak yang kosong berupa rawa-rawa yang sangat dalam atau berupa tanah 
mati.121  
Oleh warga yang bermukim di dekat lahan tersebut diambil atau 
dipatoki yang menandakan bahwa lahan tersebut telah dimilikinya. Warga itu 
tidak mencari tahu lebih mendalam lagi siapa sebenarnya pemilik lahan 
tersebut. Namun, mereka secara langsung mematoki tanah sesuai keinginan 
dan mengakui menjadi miliknya tanpa mencari tahu siapa pemilik aslinya. 
Lama kelamaan, karena lahan tersebut tidak diketahui pemiliknya, sehingga 
menyebabkan beberapa oknum mengakui bahwa lahan itu adalah miliknya. 
Karena pengakuan beberapa oknum itu diusut lebih dalam oleh warga sekitar, 
oknum tersebut tidak dapat membuktikannya. Selain itu, warga sekitar 
mempercayai bahwa pemilik asli dari tanah yang terlantar tersebut sudah 
meninggal sejak lama, sehingga identitasnya tidak diketahui sampai 
sekarang.122 
Seiring berjalannya waktu, tanah-tanah yang dimiliki oleh beberapa 
orang tersebut diperjualbelikan kepada penduduk pendatang. Sehingga tanah 
yang dahulunya merupakan tanah terlantar atau lahan mati yang tidak 
dipergunakan, kini menjadi pemukiman yang padat penduduk. Tak jarang 
                                                          
121 Suwarno (nama samaran), wawancara, Surabaya, 06 November 2019. 
122 Ibid. 


































penduduk yang memilih membangun hunian berdesakan di area tersebut. 
Tanah tersebut sejak lama hingga kini diperjual-belikan tanpa sertifikat. 
Pihak Kelurahan Simomulyo Baru menjelaskan bahwa mengenai status 
kepemilikan tanah di RW 10 Simo Jawar ini adalah milik sebuah perusahaan 
di Jakarta. Pihak Kelurahan Simomulyo Baru tidak memberikan edukasi 
bahwa jual-beli yang mereka lakukan termasuk ilegal karena tidak sesuai 
hukum yang berlaku. Namun, terdapat keterlibatan lurah lama dalam 
pembuatan surat pernyataan kepemilikan yang diminta kesediaannya oleh 
salah satu penjual tanah. Sedangkan lurah Simomulyo Baru yang saat ini baru 
menjabat dua tahun tidak dapat memberikan informasi lebih dalam terkait 
sejarah kepemilikan tanah di RW 10 Simo Jawar. Ia menjelaskan bahwa 
tanah-tanah yang diperjualbelikan tanpa sertifikat itu sebenarnya adalah milik 
sah dari perusahaan tersebut yang memang sejak dahulu dibiarkan kosong 
atau terlantar. Pihak Kelurahan juga menuturkan bahwa perusahaan tersebut 
sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Simo Jawar yang 
diperjualbelikan tanpa sertifikat itu. Namun, pihak perusahaan sampai saat ini 
tidak mengklaim tanah yang sudah diperjualbelikan tersebut.123  
 
C. Praktik Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat di Simo Jawar Kecamatan 
Sukomanunggal Kota Surabaya  
Jual-beli tanah merupakan salah satu cara peralihan hak milik atas tanah 
yang berakibat hukum pada berpindahnya kepemilikan dan penguasaan tanah 
                                                          
123 Buri, wawancara, Surabaya, 04 November 2019. 


































dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, dalam hal jual-beli tanah ini 
harus disertai dengan bukti transaksi yang otentik dan juga pembuatan atau 
balik nama sertifikat hak milik. Namun, lain halnya dengan transaksi jual-beli 
tanah yang dilakukan di Simo Jawar RW 10, yaitu jual-beli tanah tanpa 
sertifikat. Beberapa tanah diperjualbelikan tanpa sertifikat oleh si penjual. 
Warga yang membeli tanah tersebut pun mengaku bahwa ketika terjadinya 
transaksi, mereka tidak mendapatkan bukti otentik jual-beli.  
Seperti halnya jual-beli yang pernah dilakukan seorang muslim yaitu Ibu 
Wardani. Beliau membeli tanah berukuran 50 seharga Rp 6.500.000-, pada 
usia 35 tahun. Tanah tersebut dibelinya pada tahun 2002. Jadi, terhitung sudah 
17 tahun beliau menempati tanah yang dibelinya yang diatasnya dibangun 
sebuah rumah untuknya bermukim. Beliau menuturkan bahwa tanah yang 
ditempati ini dibeli dari seorang ibu yang dahulu tinggal di tanah tersebut 
yaitu Bu Siti (berusia 34 tahun). Bu Siti bukanlah pemilik pertama dari tanah 
yang dibelinya. Jadi, tanah ini sudah berpindah kepemilikan beberapa kali dari 
satu orang ke orang lain hingga akhirnya Bu Wardani yang membelinya. 
Penjual tersebut kini tidak diketahui keberadaannya. Ketika proses jual-beli 
tanah ini, Bu Wardani mengaku hanya diberikan SPPT-PBB (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) dari tahun 1994 
hingga 1999 dan dua lembar STTS (Surat Tanda Terima Setoran) tahun 1997 
dan 1998, tanpa diberikan bukti transaksi berupa kwitansi sehingga hanya ada 
penyerahan pembayaran secara langsung dari pembeli kepada penjual. Hingga 
saat ini bu Wardani memiliki SPPT-PBB. Namun tidak rutin dibayarnya. 


































Terhitung sudah empat kali tunggakan pembayaran. Bu Wardani mengatakan 
bahwa ia mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah ilegal. Namun 
ia tetap memilih untuk membelinya disebabkan harganya yang murah pada 
saat itu.124  
 
                
Gambar 3.2     Gambar 3.3 
SPPT-PBB tahun 1994        SPPT-PBB tahun 1999 
 
           
 
Gambar 3.4     Gambar 3.5 
   STTS tahun 1997         STTS tahun 1998 
         
Sedangkan Ibu Rahmini yang juga seorang muslim yang membeli tanah 
dengan ukuran 10 m x 3 m pada usia 19 tahun. Beliau membeli pada sanak 
                                                          
124 Wardani (nama samaran), wawancara, Surabaya, 06 November 2019. 


































saudaranya bernama Pak Romli (berusia 30 tahun) pada tahun 2003 dengan 
harga Rp 3.000.000-, yang diatasnya dibangun sebuah rumah. Terhitung 16 
tahun Bu Rahmini menempati tanah tersebut. Namun, beliau menceritakan 
bahwa sanak saudaranya tersebut sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bu 
Rahmini mengaku bahwa ketika ia membeli tanah ini tidak diberikan bukti 
transaksi apapun. Hal tersebut dikarenakan sanak saudaranya yang saat itu 
sebagai penjual tanah, juga tidak mendapatkan bukti otentik apapun dari 
penjual tanah yang pertama. Jadi, antara Bu Rahmini dan sanak saudaranya 
tadi hanya melakukan jual-beli tanah atas dasar kepercayaan semata. Begitupun 
dalam hal pembayarannya, hanya diserahkan secara langsung tanpa 
mendapatkan kwitansi pembayaran. Bu Rahmini mengaku tidak mendapatkan 
SPPT-PBB hingga saat ini, sehingga ia tidak berkewajiban membayarnya. 
Beliau sudah mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah ilegal. 
Alasan beliau membelinya karena saat itu beliau membutuhkan tanah untuk 
hidup bersama keluarganya setelah menikah dan saat itu sanak keluarganya 
yang menjual tanah tersebut sangat membutuhkan uang untuknya berobat.125      
Pak Rohim, seorang muslim yang memberikan keterangan bahwa beliau 
pernah membeli sebidang tanah berukuran 11 m x 4 m dengan harga Rp 
5.000.000,- yang dibangun sebuah rumah diatasnya. Beliau membeli tanah 
tersebut pada tahun 2003 yang saat itu berusia 31 tahun, dan terhitung sudah 16 
tahun beliau menempatinya. Tanah tersebut dibeli pada seorang temannya yang 
kini sudah tidak diketahui keberadaannya dikarenakan merantau bernama Pak 
                                                          
125 Rahmini (nama samara), wawancara, Surabaya, 06 November 2019. 


































Sanidi (berusia 35 tahun). Berdasarkan cerita beliau, temannya tersebut 
membeli dari orang lain yang bukan pemilik pertama dari tanah yang dibelinya. 
Pak Rohim mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan SPPT-PBB hingga 
sekarang. Ia mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah ilegal. Namun Pak 
Rohim tetap membelinya, karena pada saat itu ia sangat membutuhkan tempat 
berteduh dengan dibangun sebuah rumah baginya sekeluarga. Ketika transaksi 
dilakukan, beliau menuturkan tidak diberikan bukti transaksi apapun, walaupun 
selembar kwitansi. Melainkan penyerahan pembayaran hanya dilakukan  
berdasar kepercayaan antaranya dengan temannya.126 
Bu Suratmi, seorang muslim yang membeli tanah di Simo Jawar RW 10 
dengan ukuran 11 m x 6 m seharga Rp 60.000.000-,. Tanah tersebut dibelinya 
pada tahun 2015 ketika berusia 41 tahun yang kemudian dibangun rumah 
diatasnya oleh beliau. Terhitung sudah 4 tahun berjalan beliau menempatinya. 
Bu Suratmi menjelaskan bahwa ketika transaksi jual-beli tanah beliau ditawari 
untuk mengurus surat pernyataan kepemilikan oleh penjual. Namun, untuk 
pengurusan surat tersebut beliau diharuskan membayar uang sebesar Rp 
4.000.000-,. Saat itu Bu Suratmi setuju untuk diuruskan surat pernyataan 
kepemilikan oleh penjual. Tambahan pembayaran pembuatan surat pernyataan 
kepemilikan tersebut tentunya diluar dari harga jual tanah. Sehingga apabila 
pembeli tidak bersedia membayar tambahan uang yang diminta penjual, ia 
tidak bisa mendapatkan surat pernyataan kepemilikan. Akibatnya pembeli tidak 
akan mendapatkan bukti transaksi jual-beli apapun. Bu Suratmi mengatakan 
                                                          
126 Rohim (nama samaran), wawancara, Surabaya, 05 November 2019. 


































bahwa ia tidak mendapatkan kwitansi pembayaran. Namun ia mendapatkan 
surat pernyataan kepemilikan yang diuruskan oleh penjual sebagai bukti 
adanya transaksi jual-beli tanah. Hingga saat ini beliau tidak mendapatkan 
SPPT-PBB, sehingga tidak berkewajiban membayarnya. Beliau menuturkan 
telah mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah ilegal. Namun 
tanah tersebut tetap dibeli karena beliau membutuhkan lahan yang dapat 
digunakan untuknya bermukim sekaligus sebagai tempatnya mengembangkan 
usaha.127 
Kemudian keterangan dari Bu Karni yang juga seorang muslim. Bu Karni 
menceritakan bahwasannya beliau membeli tanah pada penjual yang sama 
dengan Bu Suratmi. Beliau membeli tanah dengan ukuran 10 m x 4 m seharga 
Rp 4.500.000-, ketika berusia 32 tahun. Bu Karni membelinya pada tahun 2001 
dan terhitung sudah 18 tahun tanah tersebut ditempati dengan berdirinya 
sebuah rumah diatasnya. Namun karena beliau keberatan dengan penambahan 
uang yang disyaratkan penjual untuk pengurusan surat pernyataan kepemilikan, 
beliau tidak mendapatkan surat tersebut. Hal tersebut menyebabkan Bu Karni 
tidak memiliki bukti transaksi apapun. Kwitansi pun tidak didapatnya ketika 
transaksi, karena penyerahan pembayaran dilakukan secara langsung dari 
pembeli kepada penjual. Bu Karni mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan 
SPPT-PBB, sehingga ia tidak perlu untuk membayarnya. Beliau mengaku 
mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah tanah ilegal. Namun tetap 
dibeli dengan alasan sangat membutuhkan tempat untuknya bersama keluarga 
                                                          
127 Suratmi (nama samara), wawancara, Surabaya, 05 November 2019. 


































tinggal di Surabaya karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga dengan 
mencari pekerjaan di Surabaya.128 
Penjual tanah Bu Suratmi dan Bu Karni yaitu Bapak Halim yang saat itu 
berusia 41 tahun ketika Bu Karni membeli tanahnya dan berusia 55 tahun 
ketika Bu Suratmi membeli tanahnya, menolak untuk memberikan informasi 
terkait tanah yang diperjualbelikan olehnya. Beliau saat ini sedang sakit yang 
menyebabkannya harus beristirahat dan tidak boleh diganggu.     
               
Gambar 3.6        Gambar 3.7 
      Gg. VB-2          Gg. VA-1 
 
Dari beberapa narasumber yang telah menjelaskan beberapa hal, 
menyebutkan bahwa mereka mengetahui mengenai tanah yang mereka beli 
adalah tanah tidak resmi. Tanah tidak resmi ini menurut mereka adalah tanah 
yang belum bersertifikat. Mengenai asal-usul tanah yang mereka beli ini, 
mereka menyebutkan bahwa pemilik asli tanah sudah meninggal. Hingga tanah 
ini disebut sebagai tanah yang tidak ada pemiliknya yang pada akhirnya 
                                                          
128 Karni (nama samara), wawancara, Surabaya, 06 November 2019. 


































mereka beli dari penjual pertama/pemilik pertama ataupun dari penjual kedua 
yang telah mengalami perpindahan penguasaan dari penjual sebelumnya.



































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI TANAH TANPA 
SERTIFIKAT DI SIMO JAWAR KECAMATAN SUKOMANUNGGAL 
KOTA SURABAYA 
 
A. Analisis Praktik Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat di Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  
Kasus jual-beli tanah yang berlokasi di RW 10 Simo Jawar adalah jual-
beli tanah tanpa sertifikat yang dilakukan oleh warga setempat dan pendatang. 
Tanah yang menjadi obyek jual-beli ini merupakan tanah yang belum jelas 
pemiliknya sehingga warga menyebutnya tanah yang tidak ada pemiliknya. 
Karena ketidakjelasan tersebut, masih ada kemungkinan jika tanah tersebut 
adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah tersebut awalnya berupa rawa-
rawa yang curam yang dibiarkan terlantar. Oleh warga sekitar, tanah tersebut 
dipatoki yang menandakan bahwa tanah itu telah menjadi miliknya tanpa 
mencari tahu siapa pemilik aslinya. 
Menurut keterangan pihak Kelurahan Simomulyo Baru, tanah tersebut 
adalah tanah milik sebuah perusahaan di Jakarta, yang mana hingga saat ini 
perusahaan tersebut tidak mengklaim tanah yang telah diperjualbelikan oleh 
warga. Namun pihak Kelurahan juga tidak memberitahukan secara terbuka hal 
tersebut kepada warga dan juga tidak memberikan edukasi bahwa jual-beli 
yang mereka lakukan termasuk ilegal karena tidak sesuai hukum yang berlaku. 
Namun, diamnya pihak keluruhan bukan berarti tidak mengetahui kegiatan 
jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar yang telah berlangsung 


































sejak lama. Mereka mengetahui, bahkan adapula keterlibatan lurah dalam 
pembuatan surat pernyataan kepemilikan yang diminta kesediannya oleh pihak 
penjual. Sedangkan penjelasan dari warga RW 10, mengatakan bahwa tanah 
tersebut memang ada pemiliknya. Namun pemilik aslinya telah meninggal, 
sehingga tidak diketahui identitasnya. Sebelumnya, adapula oknum yang 
mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, namun mereka tidak bisa 
membuktikannya. 
Beberapa warga yang telah mematoki tanah terlantar tadi kemudian 
menjualnya pada penduduk pendatang. Seperti halnya jual-beli tanah yang 
dilakukan oleh Bu Wardani pada tahun 2002 ketika beliau berusia 35 tahun. 
Kemudian Bu Rahmini yang membeli tanah pada tahun 2003 ketika berusia 
19 tahun, Bapak Rohim yang membeli tanah pada tahun 2003 ketika mencapai 
usia 31 tahun, Bu Suratmi membeli tanah pada tahun 2015 ketika berusia usia 
41 tahun, dan Bu Karni membeli tanah pada tahun 2001 ketika berusia 32 
tahun. 
Mereka membeli tanah pada penjual yang berbeda-beda. Bu Wardani 
mengatakan membeli tanah dari seorang ibu yang sebelumnya menempati 
tanah tersebut bernama Bu Siti. Bu Rahmini membeli tanah dari saudaranya 
yang kini telah meninggal bernama Pak Romli, Pak Rohim membeli dari 
seorang temannya bernama Pak Sanidi yang kini sedang merantau dan tidak 
diketahui keberadaannya. Dan yang terakhir Bu Suratmi serta Bu Karni yang 
mengaku membeli tanah pada penjual yang sama bernama Pak Halim.  


































Tanah-tanah yang mereka beli beragam ukuran luasnya serta harganya. 
Bu Wardani membeli tanah berukuran 50  seharga Rp 6.500.000,-, Bu 
Rahmini membeli tanah dengan ukuran 10 m x 3 m dengan harga Rp 
3.000.000,-, Pak Rohim membeli tanah berukuran 11 m x 4 m seharga Rp 
5.000.000,-. Sedangkan tanah yang dibeli Bu Suratmi berukuran 11 m x 6 m 
seharga Rp 60.000.000,- dan tanah yang dibeli Bu Karni berukuran ukuran 10 
m x 4 m seharga Rp 4.500.000,-. 
Pada transaksi jual-beli tanah tersebut mereka tidak diberikan bukti 
otentik, baik berupa kwitansi pembayaran, akta jual-beli, dan sertifikat hak 
milik atas tanah, melainkan atas dasar kepercayaan saja. Namun bagi Bu 
Wardani, ia mendapatkan SPPT-PBB tahun 1994-1999 dan STTS tahun 1997-
1998. Serta Bu Suratmi yang mendapatkan surat pernyataan kepemilikan dari 
penjual dengan penambahan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,-. Sedangkan 
tiga orang lainnya, yaitu Bu Karni, Pak Rohim, dan Bu Rahmini tidak 
mendapatkan bukti transaksi apapun baik berupa kwitansi ataupun akta jual-
beli. Secara garis besar, yang terpenting dalam jual-beli tanah ini adalah 
sertifikat hak milik atas tanah. Namun semua pembeli tanah tersebut tidak 
mendapatkannya. 
Tanpa adanya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, maka jual-beli 
tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau dianggap 
ilegal. Walaupun kenyataan seperti itu telah diketahui oleh semua pembeli, 
tetap saja mereka bersedia membeli tanah yang berlokasi di RW 10 Simo 
Jawar tersebut karena alasan tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal, yang 


































dapat diketahui dari adanya bangunan sebuah rumah diatas tanah yang mereka 
beli. 
Berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh penulis, maka dapat 
disimpulkan berkenaan dengan jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo 
Jawar yaitu tidak ada pemilik tanah yang sah menurut hukum terhadap tanah 
yang diperjualbelikan tersebut karena sampai saat ini identitas asli seseorang 
ataupun badan hukum yang dianggap sebagai pemilik tanah belum diketahui 
secara jelas, tidak adanya penyerahan bukti kepemilikan dari penjual berupa 
sertifikat hak milik atas tanah yang disebabkan karena penjual bukan pemilik 
tanah yang sah sehingga setiap ada transaksi jual-beli tanah pihak penjual 
tidak dapat membuat atau balik nama sertifikat menjadi atas nama pembeli, 
tidak adanya bukti transaksi jual-beli tanah baik berupa kwitansi ataupun 
perjanjian jual-beli yang dibuat di bawah tangan atau di depan PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) melainkan hanya berdasarkan kepercayaan kedua belah 
pihak, tidak adanya perlindungan hukum bagi pembeli sebab ia tidak 
mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang menunjukkan ia dapat melakukan 
perbuatan hukum dan memiliki hak atas tanahnya, serta aparat Kelurahan 
Simomulyo Baru yang membiarkan adanya transaksi jual-beli tanah tanpa 
sertifikat di RW 10 Simo Jawar dengan tidak adanya pemberian edukasi yang 






































B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat di 
Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 
Allah subhanahu wa ta’ala memperbolehkan jual-beli. Hal tersebut 
tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 275 
…            …     
Artinya: “…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba…”129 
Selain itu, kebolehan jual-beli juga terdapat dalam hadis yang 
bersumber dari Rafi’ bin Khadi >j: 
 ِب ْسَكْلا ُّيَأ ََ ِِ ُُ   ََّل َُ َس ِهْيَلَل ُهل َّلا ىَّلَل َّيِبَّنلا َّنَأ ُهْن َل ُهلَّلاَيِضَر ٍعِفَار ِنْب َةَلَاف ِر ْنَل
  ٍرسُر ْ بَم ٍعْي َب َُّ َُكس ِهِدَِيب َِ ُجَّرلا َُ َمَل َلَاق ُبَيَْطأ 
 
Artinya: “Dituturkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a, bahwa Nabi shallahu 
‘alaihi wasallam pernah ditanya, pekerjaan apa yang paling baik. Beliau 
menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap 
jual beli yang bersih."130  
Namun, agar jual-beli tersebut dibolehkan berdasarkan syariat Islam, 
maka harus terpenuhi rukun dan syarat jual-beli. Berkenaan dengan rukun dan 
syarat jual-beli, jika disesuaikan dengan konteks jual-beli tanah tanpa sertifikat 
di RW 10 Simo Jawar, sebagai berikut: 
a. Adanya pihak penjual (bai‘) dan pembeli (mustari‘). Syarat āqid (orang 
yang berakad) yaitu baligh dan berakal, beragama Islam bagi pembeli, serta 
tidak dipaksa atau dengan kehendaknya sendiri. 
                                                          
129 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 47. 
130 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT. Mizan 
Pustaka, 2010), 316. 


































Dalam kasus ini, terdapat penjual dan pembeli yang telah baligh 
yaitu telah mencapai usia lebih dari lima belas tahun ketika akad jual-beli, 
yaitu Bu Siti (penjual) berusia 34 tahun, Pak Romli (penjual) berusia 30 
tahun, Pak Sanidi (penjual) berusia 35 tahun, Pak Halim (penjual) berusia 
41 tahun ketika bertransaksi dengan Bu Karni dan berusia 55 tahun ketika 
bertransaksi dengan Bu Suratmi, Bu Wardani (pembeli) berusia 35 tahun, 
Bu Karni (pembeli) berusia 32 tahun, Bu Suratmi (pembeli) berusia 41 
tahun, Pak Rohim (pembeli) berusia 31 tahun, dan Bu Rahmini (pembeli) 
berusia 19 tahun. Selain itu penjual dan pembeli berakal, yang dapat 
dibuktikan dengan terlaksananya jual-beli tanah tanpa sertfikat ini. Jika 
saja penjual dan pembeli tidak berakal, tentu tidak akan tercapai 
kesepakatan transaksi jual-beli tanah tanpa sertifikat yang terletak di RW 
10 Simo Jawar. Kemudian pembeli beragama Islam, yang diketahui dari 
keterangan pembeli secara langsung ketika wawancara, serta pihak penjual 
dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya 
tekanan yang dapat diketahui dari persetujuan pembeli untuk membeli 
tanah yang tidak disertai dengan adanya sertifikat atau tanpa bukti apapun. 
Maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dari āqid (orang yang 
berakad) telah terpenuhi. Sebab tidak bertentangan dengan QS. An-Nisa’: 
5 
           …     


































Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya…”131 
b. Adanya benda/obyek akad (ma’qu>d ‘alaih) yaitu barang yang 
diperjualbelikan dan harganya. Syarat barang yang diperjualbelikan yakni 
suci barangnya, memberikan manfaat menurut syara’, telah ada pada 
waktu akad, obyek akad diketahui para pihak, tidak dibatasi waktunya, 
milik orang yang melakukan akad (penjual), dapat diserahkan, dan tidak 
boleh digantungkan pada hal-hal yang lain. Sedangkan syarat nilai tukar 
atau harga barang yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak 
jumlahnya harus jelas, dapat diserahkan ketika akad berlangsung dan 
apabila jual-beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai 
tukar bukan barang yang diharamkan. 
Obyek yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah tanah yang terletak 
di RW 10 Simo Jawar, yang mana tanah tersebut bukan benda yang 
dikualifikasikan sebagai benda najis atau diharamkan, tanah yang dibeli oleh 
warga pendatang yaitu Bu Rahmini, Bu Wardani, Pak Rohim, Bu Karni dan 
Bu Suratmi bermanfaat untuk dibangun sebuah rumah tinggal oleh mereka. 
Ketika proses transaksi, tanah yang dijual tersebut sudah tersedia pada 
waktu akad yang terletak di RW 10 Simo Jawar. Pihak pembeli pun telah 
mengetahuinya karena sebelum adanya kesepakatan untuk membeli tanah 
tersebut, pihak penjual mengantarkan pembeli untuk melihatnya. Serta jual-
beli tersebut tidak ada tenggang waktu lamanya yaitu ketika akad, pihak 
penjual dan pembeli tanah di RW 10 Simo Jawar tidak menyepakati adanya 
                                                          
131 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya…, 77. 


































batas waktu penguasaaan tanah oleh pihak pembeli. Namun tanah tersebut 
bukanlah milik asli dari penjual tanah melainkan milik dari sebuah 
perusahaan di Jakarta sesuai keterangan pihak Kelurahan Simomulyo Baru 
atau milik seseorang yang telah meninggal sejak lama menurut keterangan 
beberapa warga, dan penguasaan tanah tersebut diserahkan penjual secara 
langsung ketika pihak pembeli setuju membelinya tanpa digantungkan 
terhadap hal lain yang maknanya penjual memberikan kebebasan pada 
pembeli untuk menguasai tanah tersebut. 
Sedangkan mengenai harganya, pihak pembeli melakukan penawaran 
dengan penjual yang nominalnya berbeda-beda setiap orang berdasarkan 
luas tanah yang dibelinya. Ketika telah disepakati nominal harga tanah 
sesuai ukurannya, pihak pembeli menyerahkan uang tunai secara langsung. 
Seperti tanah yang dibeli Bu Wardani berukuran 50  seharga Rp 
6.500.000-, yang penyerahan pembayarannya dilakukan secara langsung 
pada penjual. Begitupun dengan Bu Rahmini membeli tanah dengan ukuran 
10 m x 3 m dengan harga Rp 3.000.000-, Pak Rohim membeli tanah 
berukuran 11 m x 4 m dengan harga Rp 5.000.000-, dan Bu Suratmi 
membeli tanah berukuran 11 m x 6 m seharga Rp 60.000.000-, serta dan 
tanah yang dibeli Bu Karni berukuran ukuran 10 m x 4 m seharga Rp 
4.500.000,-. 
Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-
syarat obyek akad dalam hal ini belum terpenuhi keseluruhan. Obyek akad 
tersebut berupa tanah yang diperjualbelikan tanpa sertifikat. Dalam kasus 


































ini, syarat obyek akad yang tidak terpenuhi berkenaan dengan 
kemanfaatannya serta kepemilikan barang yang bukan milik asli dari 
penjual. Ketika membeli sebidang tanah, maknanya membeli hak atas tanah 
tersebut. Ketika seseorang tidak memiliki bukti otentik kepemilikan tanah 
yaitu berupa sertifikat hak atas tanah, maka ia tidak bisa disebut sebagai 
pemilik tanah, tetapi hanya sebagai pihak yang menguasai tanah tanpa hak. 
Warga pendatang yang membeli tanah pada penjual, mengatakan 
bahwa mereka tidak mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Itu artinya 
mereka tidak dapat dikatakan sebagai pemilik tanah yang dapat melakukan 
perbuatan hukum sesuai kehendaknya. Hal ini tentunya akan berdampak 
merugikan bagi warga tersebut. Sedangkan dalam syarat obyek akad 
(ma’qu>d ‘alaih), harus memberikan manfaat. Manfaat ini tentunya tidak 
dibatasi oleh waktu dan kondisi, serta berjangka panjang.  Ketika tanah yang 
mereka beli di kemudian hari di klaim menjadi milik perorangan atau badan 
hukum, maka mereka harus bersedia mengosongkan tanah yang telah 
dibelinya tanpa mendapatkan ganti kerugian apapun. Artinya bahwa jual-
beli tersebut tidak memberikan kemanfaatan penuh dan berjangka panjang 
kepada pembeli. Hal ini tentunya berlainan dengan klasifikasi jual-beli yang 
termasuk dalam akad tija>ri yang berorientasi pada keuntungan (profit 
oriented) kedua belah pihak yang berakad.  
Selain itu, tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah menandakan 
bahwa tidak adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. 
Sedangkan membeli tanah adalah membeli hak atas tanahnya. Hal tersebut 


































menggambarkan bahwa dalam proses jual-beli tanah tersebut tidak adanya 
penyerahan obyek akad secara penuh. Artinya bahwa penjual hanya 
menyerahkan obyek akad secara fisik saja yaitu sebidang tanah tanpa 
memberikan hak pembeli sepenuhnya yaitu sertifikat hak atas tanah. 
Kemudian mengenai syarat dari obyek akad yang belum terpenuhi 
selanjutnya adalah dalam hal kepemilikan tanah. Keterangan dari pihak 
Kelurahan Simomulyo Baru bahwa tanah di RW 10 merupakan milik dari 
sebuah perusahaan di Jakarta. Walaupun hal tersebut tidak diinformasikan 
secara terbuka kepada warga, warga juga menyatakan ada seseorang yang 
sebenarnya memiliki tanah yang dibiarkan terlantar tersebut. Namun, 
pemilik asli tanah tersebut sudah meninggal sejak lama, sehingga tidak 
diketahui identitasnya.  
Berdasarkan beberapa informasi tersebut, maka tanah yang 
diperjualbelikan warga memang ada pemilik aslinya yang tidak diketahui 
keberadaannya. Apabila memang tidak ada bukti sah yang menyatakan 
bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah milik seseorang atau badan 
hukum, maka secara langsung tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai dan 
dimiliki oleh negara. Dan apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 
mendayagunakan tanah tersebut, maka pembeli atau pengguna tanah harus 
bersedia meninggalkannya. Karena hal tersebut diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 
Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Sedangkan warga yang 
menjual tanah-tanah tersebut mendapatkan tanah yang dijualnya secara 


































langsung dengan mematoki tanah kosong yang awalnya masih berupa rawa 
tanpa mencari tahu siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut. Mereka 
mendapatkan tanah tidak melalui proses hukum, sehingga ketika mereka 
menjualnya pada warga pendatang, warga tersebut tidak mendapatkan 
sertifikat.  
Hal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tanah-tanah yang dijual 
oleh penjual bukanlah milik asli dari penjual. Dan ketika obyek yang dijual 
bukan milik asli dari penjual, tentunya pihak penjual harus mendapat izin 
dari pemilik aslinya. Jual-beli seperti ini dapat dikatakan sebagai jual-beli 
fudhul. Yakni jual-beli benda milik orang lain tanpa hak atau tanpa 
mendapat izin dari pemiliknya. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah 
jual-beli tersebut ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Menurut 
ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, jual-beli fudhul hukumnya tidak sah. Jual-
beli fudhul ini menurut pendapat Wahbah Zuhaili termasuk jual-beli yang 
dilarang karena tidak memenuhi syarat ahliyyah/ahli akad. 
Sesungguhnya obyek akad yang dijual haruslah milik dari penjual. 
Dan tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik dari penjual. Hal 
ini sesuai dengan hadis: 
 ُهُعِيب ََأَفأ يِدْنِل َسَْيلَس َعْي َبْلا ي ُِنَلأْسَي َُ ُجَّرلا ِهَّللا َلوُُ َر َاي ُتْل ُق َلَاق ٍمَازِح ِنْب  ِيِكَح ْنَل
 َكَدْنِل َسَْيل اَم ْعَِبت َلَ  َلَاق 
 
Artinya: “Hadis riwayat Hakim bin Hizām, ia berkata: “aku pernah 
menanyakan kepada Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam tentang 
seorang lelaki yang menanyakan kepadaku tentang hukum jual-beli 
barang yang tidak dimiliki, maka apakah boleh aku menjualnya?" 


































beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan 
milikmu."132 
Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah fikih berikut: 
 ِِهنْذإ َلَِب ِرْيَغْلا ِكْلِم ْيِف َف َّرَصَت َي ْنأ ٌدَحَِلِ ُزْوُجَي َلَ 
Artinya: “Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan 
hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemilik”.133 
 
Sedangkan mengenai syarat nilai tukar atau harga barang sudah 
terpenuhi seluruhnya, yakni harga yang disepakati kedua belah pihak 
dengan pembayaran secara tunai harga tersebut ketika akad.   
c. S}i>ghat (ijāb qabu >l). Syarat yang harus dipenuhi dalam setiap s}i>ghat atau 
ijāb qabu>l adalah maksud s}i>ghat harus jelas dan bisa dipahami, ada 
kesesuaian antara ijāb dan qabu>l serta Ijāb dan qabu>l dilakukan berturut-
turut.  
S}i>ghat dalam jual-beli tanah tanpa sertifikat ini sudah jelas dan bisa 
dipahami kedua belah pihak, yaitu diwujudkan dengan penyerahan uang 
oleh pembeli yang disertai dengan penyerahan penguasaan tanah oleh 
penjual sesuai ukuran dan harga yang disepakati secara lisan tanpa disertai 
bukti otentik apapun. Seperti Bu Wardani (pembeli) membeli tanah 
berukuran 50  dan membayarnya kepada Bu Siti (penjual) sebesar Rp 
6.500.000,-, Bu Rahmini (pembeli) membeli tanah dengan ukuran 10 m x 3 
m dengan harga Rp 3.000.000,- dan membayarnya pada Pak Romli 
(penjual), Pak Rohim (pembeli) membeli tanah berukuran 11 m x 4 m pada 
                                                          
132 Darussalam Li an-Nasr wa At-Tauzi’, Mawsu’ah al-Hadits al-Syarif…,1232. 
133 Ahmad Muhammad al-Zarqā, Sharh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Damasqus: Dar al-Qalam, 
2011), 461. 


































Pak Sanidi (penjual) dan membayarnya seharga Rp 5.000.000,-. Sedangkan 
tanah yang dibeli Bu Suratmi (pembeli) pada Pak Halim (penjual) berukuran 
11 m x 6 m seharga Rp 60.000.000,- dan tanah yang dibeli Bu Karni 
(pembeli) juga dari Pak Halim (penjual) berukuran ukuran 10 m x 4 m 
seharga Rp 4.500.000,- yang langsung dibayarkan. 
Syarat selanjutnya, ada kesesuaian antara ijāb dan qabu >l yang 
diwujudkan dengan persetujuan pembeli untuk membeli tanah yang 
ditawarkan oleh penjual, seperti tanah berukuran 50  yang ditawarkan 
oleh Bu Siti pada Bu Wardani yang kemudian ia setuju untuk membelinya, 
tanah yang ditawarkan Pak Romli berukuran 10 m x 3 m pada Bu Rahmini 
yang selanjutnya dibeli olehnya. Lalu tanah yang ditawarkan Pak Sanidi 
pada Pak Rohim berukuran 11 m x 4 m yang disetujui oleh Pak Rohim 
untuk dibeli. Dan yang terakhir tanah yang ditawarkan oleh Pak Halim pada 
Bu Karni dan Bu Suratmi yang masing-masing berukuran  10 m x 4 m dan 
11 m x 6 m yang kemudian dibeli oleh Bu Karni dan Bu Suratmi. 
Syarat yang terakhir bahwa ijāb qabu >l dilakukan berturut-turut yang 
maksudnya penawaran dan penerimaan kedua belah pihak disepakati dalam 
satu waktu transaksi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 
ketika Bu Wardani bersedia membeli tanah dari Bu Siti, maka penyerahan 
penguasaan tanah dengan ganti harga yang telah disepakati diserahkan 
seketika itu juga. Begitupun yang terjadi antara Bu Rahmini dengan Pak 
Romli, Pak Rohim dengan Pak Sanidi, Bu Suratmi dan Bu Karni yang 
bertransaksi dengan Pak Halim. 


































Dapat disimpulkan berkenaan dengan s}i>ghat, pembeli telah sepakat 
untuk membeli tanah tanpa sertifikat dari penjual dengan diawali adanya 
proses tawar-menawar harga tanah. Kesepakatan mereka terjadi secara lisan 
tanpa adanya bukti transaksi apapun. Artinya dalam transaksi tersebut 
terdapat kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak sesuai 
dengan QS. An-Nisa’: 29 
…           ….     
Artinya: “…Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka…”134 
Berdasarkan pada uraian diatas, penulis menyatakan akad jual-beli 
tanah tanpa sertifikat tersebut fasid. Disebabkan karena tidak terpenuhinya 
syarat obyek jual-beli, yaitu tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah 
yang menandakan bahwa tidak ada peralihan obyek jual-beli tanah, sehingga 
tidak memberikan kemanfaatan jangka panjang yang berdampak merugikan 
pembeli di kemudian hari. Selain itu, obyek jual-beli bukan milik pihak 
penjual. Sehingga penjual diharuskan meminta izin dari pemilik aslinya. 
Namun, dalam hal ini penjual tidak mencari tahu siapa pemilik asli tanah 
tersebut untuk meminta izin menggunakan atau bahkan menjual tanah 
tersebut.     
Dalam kasus jual-beli tanah tanpa setifikat di RW 10 Simo Jawar, 
jual-beli tanah tanpa sertifikat ini menurut obyek akadnya termasuk dalam 
tukar-menukar uang dengan barang. Maksudnya pembayaran sejumlah uang 
yang disepakati diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan pemberian 
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sebidang tanah oleh penjual pada pembeli. Berdasarkan dari waktu serah 
terimanya, jual-beli ini termasuk serah terima secara tunai antara barang dan 
uang. Yaitu uang diserahkan secara kontan atau tunai ketika transaksi 
dengan pemberian tanah dari penjual kepada pembeli di tempat terjadinya 
akad. Dan ditinjau berdasarkan cara menetapkan harga, jual-beli tanah ini 
termasuk dalam bai‘ musāwwamah (jual-beli dengan tawar-menawar) yakni 
jual-beli yang mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok tanah, 
akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar 
oleh pembeli.  
Selanjutnya, kebolehan ihyā’ al-mawāt (membuka lahan baru) 
tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasai, dan 
Tirmidzi yang berbunyi: 
 ُهَل َيِهَف ًةَت ْيَم اًضَْرأ ىَيْحَأ ْنَم 
Artinya: “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka lahan 
baru) maka tanah itu menjadi miliknya."135 
 
        
Hadis tersebut mendorong umat muslim untuk menjadikan lahan 
kosong yang mati agar menjadi produktif dan dapat menunjang 
perekonomian. Sehingga karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta’ala 
dapat dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan dan kemaslahatan 
umat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah: 10 
                               
          
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.”136 
 
Untuk menyimpulkan adanya kebolehan ihyā’ al-mawāt dalam kasus 
jual-beli tanah tanpa sertifikat di Simo Jawar, Sukomanunggal, Surabaya, 
maka harus terpenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan. 
Berdasarkan cara-cara ihyā’ al-mawāt, kegiatan yang dilakukan warga 
dengan mematoki tanah atau membatasi tanah diperbolehkan karena hal 
tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di sekitar area tersebut.  
Sedangkan syarat-syarat menghidupkan tanah mati terdapat dalam dua 
bagian, yaitu: 
a. Syarat-syarat orang yang menghidupkan lahan mati 
Syarat bagi orang yang menghidupkan lahan mati ini masih 
terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama, 
orang yang menghidupkan lahan mati tidak disyaratkan harus muslim. 
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, orang yang menghidupkan tanah 
mati haruslah seorang muslim. 
Dalam kasus ini, orang yang menghidupkan lahan mati dititik 
beratkan pada penjual tanah pertama, maksudnya ia adalah orang yang 
pertama kali memiliki tanah tersebut. Dimana penjual tersebut tentunya 
yang awal pertama kali membatasi tanah kosong terlantar yang terletak 
di RW 10 Simo Jawar dengan cara mematoki. Yang dimaksud disini 
adalah Pak Halim yang sedang sakit dan tidak bersedia untuk 
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diwawancarai. Namun, walaupun tidak ada informasi yang dapat 
diperoleh penulis secara mendalam dari beliau, penulis telah 
menanyakan kepada narasumber yang lain bahwa Pak Halim adalah 
seorang muslim yang dahulu pernah dijumpai keikutsertaannya dalam 
acara yasinan bapak-bapak. 
b. Syarat-syarat lahan mati yang dihidupkan 
Syarat-syarat lahan mati yang dihidupkan ini berkaitan dengan 
kepemilikannya dan pemanfaatannya. 
1) Tidak dimiliki oleh siapapun serta tidak dalam status terkait dengan 
hak siapapun. Jika tanah yang dibuka telah ada yang memiliki, maka 
harus mendapat izinnya. 
Apabila dikorelasikan dengan kasus ini, maka pihak penjual 
seharusnya meminta izin terlebih dahulu pada pemilik aslinya 
dengan mencari tahu terlebih dahulu identitas pemilik tersebut. 
Namun dalam hal ini penjual tidak meminta izin pemilik asli tanah. 
Dan apabila pihak yang diduga pemilik tanah tersebut tidak mampu 
membuktikan secara sah menurut hukum atas hak kepemilikannya, 
maka secara langsung tanah tersebut adalah milik negara. Sehingga, 
warga yang memperjualbelikannya harus mendapat izin tertulis dari 
pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Pak Halim 
selaku orang yang pertama kali mematoki tanah tidak mendapat izin 
tertulis dari pihak berwenang dan ia menguasai tanah atas nama 
pribadi, sehingga hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadinya. 


































2)  Tidak difungsikan untuk prasarana umum masyarakat sekitar.  
Sebelumnya, tanah yang diperjualbelikan ini tidak difungsikan 
untuk kepentingan umum. Namun hanya dibiarkan kosong terlantar 
sehingga menjadi lahan mati, yang kemudian oleh warga dibatasi 
atau dipatoki untuk kepentingan pribadi yang selanjutnya 
diperjualbelikan. Ketika telah dibeli oleh warga pendatang, tanah 
tersebut dipergunakan membangun sebuah rumah untuk bermukim 
baginya sekeluarga. 
 
Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syarat orang 
yang menghidupkan lahan mati telah terpenuhi, yaitu seorang muslim yang 
sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyah. Sedangkan syarat lahan mati yang 
dihidupkan mencakup dua hal. Yang pertama adalah kepemilikannya. Lahan 
yang dihidupkan tersebut diketahui ada pemiliknya, namun masih belum 
jelas. Sehingga diharuskan si penggarap untuk mencari tahu pemilik aslinya 
dan meminta izin terlebih dahulu untuk memanfaatkan. Sedangkan yang 
kedua mengenai pemanfaatannya, telah terpenuhi yaitu tidak sedang 
digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Dimana tanah tersebut 
awal mulanya hanyalah lahan kosong telantar yang kemudian dibatasi oleh 
warga untuk dimiliki. 
Jadi, ketika jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 10 Simo Jawar 
dianalisis lagi menggunakan ihya>’ al-mawāt, tidak dibolehkan. Sehingga 
jual-belinya batal. Kepemilikan tanah yang diperjualbelikan warga 
khususnya Pak Halim tetap tidak bisa beralih kepadanya, dalam hal ini 


































pemilik pertama. Sehingga pihak ia sebenarnya tidak boleh melakukan 
transaksi jual-beli tanah yang bukan menjadi kepunyaannya dan tidak 
berhak atasnya. Hal tersebut disebabkan pihak penjual dalam 
memanfaatkannya tidak meminta izin dari pemilik asli tanah tersebut. 
Sehingga syarat-syarat dari ihya>’ al-mawāt tidak terpenuhi keseluruhan. 
Yang menyebabkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasai, 
dan Tirmidzi yang telah disebutkan tidak menjadikan kebolehan ihya >’ al-
mawāt terhadap tanah yang berada di RW 10 Simo Jawar. 
Berdasarkan obyek yang berkaitan dengan ihya>’ al-mawāt, tanah yang 
diperjualbelikan termasuk tanah yang ada pemiliknya, sehingga dalam 
menghidupkan tanah tersebut sangat dibutuhkan izin dari pemilik sahnya. 
Sedangkan mengenai izin penguasa masih terdapat perbedaan pendapat para 
ulama. Berdasarkan Madzhab Hanafi seseorang yang membuka atau 
menghidupkan tanah yang kurang berfungsi diwajibkan meminta izin 
terlebih dahulu pada penguasa. Lalu menurut Madzhab Malikiyah, 
seseorang yang membuka tanah baru atau akan memfungsikan tanah mati 
tidak wajib meminta izin kepada penguasa. Penguasa yang dimaksud sesuai 
konteks kasus ini adalah pemilik asli tanah terlantar yang berlokasi di RW 
10 Simo Jawar. Agar lebih menjamin kemanannya, maka disarankan untuk 
meminta izin terlebih dahulu pada pemilik asli. Karena jual-beli tanah ini 
merupakan perbuatan hukum yang dapat mengalihkan kepemilikan tanah, 
bukan hanya dalam memanfaatkan tanah untuk mengambil hasil.






































1. Transaksi jual-beli tanah tanpa sertifikat yang berlokasi di RW 10 Simo 
Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya merupakan salah satu 
perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh beberapa 
orang atas dasar kepercayaan saja. Yang mana Bu Wardani, Bu Karni, Bu 
Suratmi, Pak Rohim, dan Bu Rahmini selaku pembeli tidak mendapatkan 
bukti otentik apapun baik berupa akta jual-beli ataupun sertifikat hak atas 
tanah. Walaupun dalam hal ini mereka membeli tanah pada orang yang 
berbeda-beda, tetap saja tidak ada yang mendapatkan bukti otentik. Seperti 
Bu Wardani yang membeli tanah pada Bu Siti berukuran 50  seharga 
Rp 6.500.000-, dan Bu Suratmi membeli tanah pada Pak Halim berukuran 
11 m x 6 m seharga Rp 60.000.000-,. Bagi Bu Wardani, ia mendapatkan 
SPPT-PBB tahun 1994-1999 dan STTS tahun 1997-1998, Bu Suratmi 
mendapatkan surat pernyataan kepemilikan dari penjual dengan 
penambahan pembayaran sebesar Rp 4.000.000,-. Sedangkan tiga orang 
lainnya, yaitu Bu Karni, Pak Rohim, dan Bu Rahmini tidak mendapatkan 
bukti transaksi apapun. 
2. Jual-beli tanah tanpa sertifikat yang terjadi di RW 10 Simo Jawar 
Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sesuai akad jual-beli (bai‘) 



































dinyatakan fasid, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat obyek akad 
(ma’qu>d ‘alaih) yaitu tidak memberikan manfaat penuh atau jangka 
panjang sehingga tidak sesuai dengan klasifikasi bai‘ yang termasuk akad 
tija>ri serta obyek akad (ma’qu>d ‘alaih) yaitu tanah yang terletak di RW 10 
Simo Jawar bukan milik asli pihak penjual, sehingga jual-belinya disebut 
sebagai jual-beli fudhul yang termasuk dalam jual-beli yang dilarang. 
Sedangkan jika menurut ihyā’ al-mawāt, jual-beli tersebut tetap tidak 
dibolehkan. Kepemilikan tanah yang diperjualbelikan warga tetap tidak 
bisa beralih kepada penjual dalam hal ini pemilik pertama yang berlanjut 
pada pemilik selanjutnya. Sehingga pihak penjual sebenarnya tidak berhak 
melakukan transaksi jual-beli tanah tersebut, karena pihak penjual belum 
mendapat izin dari pemilik asli untuk memanfaatkannya.  
 
B. Saran 
1. Saran bagi pihak penjual. Sebaiknya jual-beli tanah dilakukan terhadap 
tanah yang secara sah menjadi milik sendiri. Karena jika tanah yang 
diperjualbelikan adalah milik orang lain, yang mana penjual bukan secara 
sah menjadi wakil dari pemilik asli ataupun belum mendapatkan izin, 
tentunya akan menimbulkan kerugian pihak pembeli di kemudian hari.   
2. Saran bagi pihak pembeli. Sebaiknya ketika membeli tanah harus lebih 
selektif lagi. Bukan hanya mengejar keuntungan yang didapatkan di awal 
saja. Namun juga harus mempertimbangkan dampaknya di kemudian hari 
ketika membeli tanah yang tidak disertai sertifikat hak milik. Karena tidak 



































menutup kemungkinan tanah tersebut dapat di klaim pihak lain atas dasar 
bukti otentik yang dimilikinya. 
3. Saran bagi aparat Desa. Ketika terjadi jual-beli tanah tanpa sertifikat di RW 
10 Simo Jawar yang secara nyata tidak sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sebaiknya pihak aparat desa bertindak tegas untuk melarangnya. 
Karena dengan tidak melarang jual-beli tanah tanpa sertifikat yang berlokasi 
di RW 10 Simo Jawar berarti mereka melalaikan kewajibannya untuk 
menegakkan peraturan yang berlaku, mengatur dan menjamin ketentraman 
warganya. Karena secara tidak langsung, jual-beli tanah tanpa sertifikat 
tersebut akan menimbulkan konflik bagi pihak-pihak terkait.
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